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MOTTO 
 
 
“Ilmu itu bukan sebuah kemahiran dalam berkata – kata, tetapi ilmu itu 
(menimbulkan) taqwa kepada tuhan.” (Abdullah bin Mas’ud) 
 
“dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan,maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali)yang kokoh. 
Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.” (QS. Luqman : 22) 
 
“dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta 
pertanggungjawaban.” (QS. Al-Isra’ : 36) 
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ABSTRACT 
 
 Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) is a sharia financial 
institution that one of its business activities is to channel financing using sharia 
principles. The core product of  KJKS is financing with the principle of profit 
sharing that is still very low. This research was conducted  to determine the role of 
business financing with the principle of profit sharing for the empowerment of 
UMKM. 
This research is a qualitative research using descriptive analysis. The 
method used in this research is observation, interview and triangulation. This 
study aims to determine the process and  mechanism of the  role of business 
financing with the principle of profit sharing in KJKS Manis Madani and the 
benefits of the financing for UMKM. 
The results of this study indicate that the process and mechanism of  
mudharabah financing in KJKS Manis Madani was appropriate with the rules set. 
But still having difficulty in increasing its distribution. Although the distribution 
of Mudharabah financing is still low, for some UMKM who have become 
financing customers at KJKS Manis Madani, the role of the financing is very 
beneficial in adding capital to their businesses. 
Keywords: Islamic financial services cooperatives, financing with profit sharing 
principle, empowerment oft small and medium micro businesses (UMKM). 
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ABSTRAK 
 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga keuangan 
syariah yang salah satu aktivitas bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan 
dengan prinsip syariah. Produk inti dari KJKS adalah pembiayaan dengan prinsip 
bagi hasil masih sangat rendah. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 
peranan pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil untuk pemberdayaan 
UMKM. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis 
deskriptif. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan triangulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan 
mekanisme peranan pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil di KJKS Manis 
Madani serta manfaat dari pembiayaan tersebut bagi UMKM. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dan mekanisme pembiayaan 
mudharabah di KJKS Manis Madani sudah sesui dengan aturan yang di tetapkan. 
Namun masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan penyalurannya. 
Meskipun penyaluran pembiayaan Mudharabah masih rendah, bagi beberapa 
pelaku UMKM yang telah menjadi nasabah pembiayaan di KJKS Manis Madani, 
peranan pembiayaan tersebut sangat bermanfaat dalam penambahan modal bagi 
usahanya. 
Kata kunci : Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pembiayaan dengan prinsip bagi 
hasil, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Menurut Shomad (2017) Perekonomian memainkan peran penting untuk 
menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat kemajuan 
pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi. 
Namun, perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia saat ini belum 
sepenuhnya disertai peningkatan kualitas UMK yang ada. Hal ini karena masih 
ada kendala dan halangan terbesar yang di hadapi dalam mengembangkan usaha, 
yaitu keterbatasan modal (Prastiawati, 2016).  
Menurut Sriyatun dalam Prastiawati (2016) bahwa pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian meliputi berasal dari para pelaku usaha, baik dari 
perusahaan besar, multinasional, usaha kecil dan menengah. Meskipun di 
indonesia banyak pelaku usaha, tidak semua usaha mampu bertahan menghadapi 
krisis global. Dalam krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, pengusaha 
dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuan untuk bertahan.  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM masuk kategori bisnis 
berskala kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian 
Indonesia, pada saat krisis ekonomi pada periode 1997/98 sampai periode 2000an. 
Dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan tetapi UMKM 
dianggap mampu bertahan pada krisis tersebut. (Tambunan, 2012: 43). 
Pada tahun 2008 ketika krisis global, UMKM mampu bertahan. Mudradjad 
Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 
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mengemukakan bahwa UKM sanggup bertahan terhadap krisis dan mampu 
bangkit karena tidak memiliki banyak utang ke perbankan dan utang luar negeri, 
karena mereka dianggap unbankable, menggunakan input lokal, dan berorientasi 
ekspor. 
Menurut Widi (1997: 16) yang menjadi alasan pada masa krisis UMKM 
mampu bertahan dan meningkat jumlahnya yaitu karena: pertama, sebagian besar 
UMKM tidak mendapat modal dari lembaga keuangan melainkan mengggunakan 
modal sendiri. Dan implikasi pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan 
naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. Kedua, sektor formal 
banyak memberhentikan pekerjanya karena adanya krisis ekonomi yang 
berkepanjangan, sehinga para penganggur tersebut memasuki sektor informal 
dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM 
meningkat. 
Kondisi umum UMKM di Indonesia dapat di gambarkan terdapat 
49.000.000 unit usaha yaitu sama dengan 99,9% jumlah unit usaha di Indonesia. 
Sedangkan penyerapan tenaga kerja sebesar 88.000.00 yaitu sama dengan 96,9% 
dari seluruh tenaga kerja Indonesia (Hadi, 2015: 727) 
UMKM mengalami berbagai hambatan dalam perkembangannya, antara lain 
keterbatasan modal kerja maupun investasi, distribusi, kesulitan dalam pemasaran, 
pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai 
peluang pasar lainnya, kemampuan teknologi dan keterbatasan pekerja dengan 
keahlian tinggi (kualitas sumber daya manusia rendah), keterbatasan komunikasi 
dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan biokrasi yang kompleks 
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khususnya dalam pengurusan ijin usaha dan ketikdak pastian akibat kebijakan 
yang tidak jelas dan peraturan (Hadi, 2015: 725). 
Table 1.1 
Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia 
Tahun 2016-2018  
No. INDIKATOR 2016 2017 2018 
Jumlah 
(unit) 
Jumlah 
(unit) 
Jumlah 
(unit) 
Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) 
55.206.444 56.534.592 57.895.721 
1. Usaha Mikro  54.559.967 55.856.177 57.189.393 
2. Usaha Kecil  602.195 629.418 654.222 
3. Usaha Menengah 44.280 48.997 52.107 
Sumber: Data olah UMKM Indonesia, Desember 2016 oleh Badan Pusat Statistik, 
diolah. 
Pada tahun 2016 pertumbuhan usaha mikro cukup tinggi yaitu 54.559.697 
unit artinya dalam keberlangsungan hidupnya masyarakat Indonesia masih 
menjalankan usaha mikro. Sedangkan di tahun 2018 usaha kecil dan menengah 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan dari ketiga sektor tersebut adalah 
usaha mikro  yang paling dominan. Karena dari segi jumlah mengalami 
peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah. 
Sesuai dengan jumlah kenaikan UMKM setiap tahunnya, maka sepantasnya 
pemerintah memberikan perhatian lebih dalam pengembangkan UMKM . 
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Kendala lain yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah modal finansial 
yang kurang. Dalam membentuk suatu usaha modal finansial dapat dikatakan 
sebagai salah satu modal utama. Dengan adanya lembaga keuangan baik 
konvensional maupun syariah kendala tersebut dapat teratasi. Lembaga keuangan 
tersebut yang menyalurkan dananya kepada para pelaku usaha mikro. 
Sebagaimana lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga 
menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku usaha mikro sebagai anggotanya 
dengan mudah dan cepat. (Prastiawati, 2016) 
Perkembangan UMKM tidak lepas dari lembaga keuangan syariah yang 
berperan sebagai lembaga yang menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.   
Sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan lembaga 
keuangan syariah, kini hadir kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip 
syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. 
Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah, Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau lembaga keuangan 
mikro syariah. (Prastiawati, 2016) 
Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan UMKM 
adalah prinsip bagi hasil melalui pembiayaan. Secara umum prinsip bagi hasil 
dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara’ah, 
dan musaqah. Namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah 
mudharabah dan musyarakah. (Bhakti, 2013).  Pembiayaan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah. 
5 
 
 
Koperasi Jasa Keuangan syari’ah (KJKS) Manis Madani adalah koperasi 
yang memberikan pinjaman modal untuk usaha mikro kecil dan menengah dalam 
hal pembiayaan. KJKS Manis Madani adalah sebuah lembaga yang telah berbadan 
hukum dengan Nomor Badan Hukum: 11/BH/XVI.17/IV/2008, tertanggal 07 
April 2008. KJKS Manis Madani adalah dari anggota dan untuk anggota, 
sehingga hasil keputusan pada rapat anggota. KJKS Manis Madani mempunyai 
visi memberikan kesejahteraan dan manfaat kepada anggota, usaha mikro, usaha 
kecil dan stakeholder. (Profil KJKS Manis Madani) 
Program dan kegiatan KJKS Manis Madani Ngawi  adalah program 
pemberdayaan UKM meliputi program binaan kelompok UKM dan KJKS                                                                                                                                                 
Manis Madani juga mewarkan kerjasama dalam model penawaran, adapun bentuk 
kerjasama dalam penawaran adalah pembiayaan bagi hasil dan pelayanan. (Profil 
KJKS Manis Madani) 
Menurut Aminah dalam Muhammad (2018). Salah satu kegiatan bank 
syariah adalah penyaluran dana nasabah ke pembiayaan dengan prinsip hati – 
hatian. Pembiayaan adalah aktivitas utama bank syariah, yang menggunakan 
mekanisme kontrak tertentu. 
Pembiayan bagi hasil atau mudharabah adalah pembiayaan sebagai modal 
usaha dengan sistem bagi hasil. mudharabah merupakan kerjasama antara pihak 
pertama dengan pihak kedua, dimana semua dana dari pihak pertama, dan 
keuntungannya usaha pembiayaan bagi hasil atau mudharabah dibagi menurut 
akad perjanjiannya, jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik 
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modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola atau 
dengan kata lain modal yang disediakan KJKS.(Siswanto, 2017) 
Pembiayaan mudharabah dapat disalurkan untuk pembiayaan sebuah 
proyek antara anggota dengan KJKS itu sendiri, dan  prosedur yang harus 
dilakukan adalah seorang peminjam mengajukan proposal kepada KJKS untuk 
mendanai usaha yang akan di kerjakannya atau suatu proyek, selanjutnya 
mengajukan proposal, pihak KJKS akan mensepakati beberapa modal yang akan 
disepakati oleh KJKS dan modal dari anggota yang menyimpan di KJKS serta 
akan ditentukan bagi hasilnya kepada masing-masing pihak berdasarkan 
prosentase pendapatan dan keuntungan bersih dari proyek atau uasaha sesuai 
dengan kesepakatan. (Siswanto, 2017) 
Menurut Aminah dalam Muhammad (2018) Sistem bagi hasil karakter dari 
KJKS yaitu sebuah kesepakatan yang dibuat oleh KJKS dengan pihak anggota 
untuk bagi hasil tentang keuntungan dan kerugiannya yang diberikan oleh pihak 
KJKS, dengan mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi 
yang harmonis, bukan sebatas hubungan KJKS dengan nasabah tapi melebihi 
pada hubungan keluarga yang berkelanjutan. Dalam prisip ini kedua belah pihak 
diwajibkan untuk sunggu-sungguh, bertanggung jawab dalam menjalankan 
kewajibannya, sehingga bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak dan tidak 
berlakunya sistem bunga.  
KJKS sangat selektif dan mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudential) 
dan mencari usaha yang aman, menguntunngkan dan halal,. Sebagai mana 
diketahui bahwa dengan besar tingkat pembiayaan yang disalurkan secara efektif 
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dan efesien akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh untuk 
kesejahteraan dan kemaslahatan anggotanya. Dalam praktiknya KJKS Manis 
Madani menggunakan pembiayaan mudharabah dan kesepakatan bersama antara 
antar pemegang modal (KJKS) dengan pengelola modal (anggota). (Siswanto, 
2017) 
KJKS Manis Madani merupakan salah satu KJKS yang ada di kabupaten 
ngawi. Sejak berdirinya KJKS Manis Madani pada tahun 2008 mengalami 
kenaikan jumlah pembiayaan hingga tahun 2019  mencapai Rp. 11. 119 miliar 
kemudian dari tahun 2011 hingga tahun 2019 juga mengalami peningkatan 
anggota sebanyak 5858 orang. 
 
Gambar 1.1 
Grafik perkembangan pembiayaan selama 2011 – 2018 (dalam milliar rupiah) 
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Sumber: laporan tahunan KJKS Manis Madani, 2018 
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Berdasarkan perkembangan pembiayaan tersebut, yang terdiri dari 
pembiayaan mudharabah, murabahah, rahn,ijarah, dan pembiayaan qardh. Dari 
pembiayaan tersebut, salah satu pembiayaan yang di alokasikan sebagai 
pembiayaan usaha adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 
 
Gambar 1.2 
Grafik perkembangan Nasabah pembiayaan Mudharabah 2011 – 2018 
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Sumber: data Nasabah Pembiayaan KJKS Manis Madani 
Berdasarkan data KJKS Manis Madani sejak tahiun 2011 sampai 2018 
hanya 22 orang yang melakukan transaksi pembiayaan usaha dengan prinsip bagi 
hasil yakni akad mudharabah saja. 
Melihat masih sedikitnya nasabah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 
yang merupakan produk inti dari lembaga keuangan syariah, sedangkan banyak 
pelaku UMKM yang memerlukan modal, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian pada KJKS Manis Madani Ngrambe yang merupakan salah satu KJKS 
yang juga menyalurkan pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil terhadap 
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UMKM dalam hal inipenulis ingin mengangkat masalah dengan Judul Skripsi: 
“Eksistensi Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro 
dan Kecil pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) di Ngrambe 
Ngawi Jawa Timur” 
 
1.2. Identifikasi Masalah    
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:  
1. Tingginya resiko pembiayaan mudharabah di KJKS Manis Madani. 
2. Masih rendahnya mendapatkan modal untuk membuka suatu usaha 
3. Masih rendahnya minat Pembiayaan mudharabah dan pelakunya para 
UMKM. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Sesuai dengan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah 
dan identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah serta ruang 
lingkup agar dalam melakukan penelitian nantinya tidak terlalu melebar dan akan 
mempermudah dalam pelaksanaannya serta agar penelitian ini fokus dan spesifik 
pada variabel-variabel penelitian, batasan masalah di dalam penelitian ini. 
Penelitian ini difokuskan peranan pembiayaan mudharabah di KJKS Manis 
Madani dalam mengembangkan UMKM. 
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1.4. Rumusan Masalah     
Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian. 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di 
atas, agar sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah, dan memudahkan 
pemahaman terhadap masalah yang diteliti sehingga penelitian ini mencapai 
tujuan yang diharapkan. Adapun masalah – masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini ialah: 
1. Bagaimanakah peningkatan pembiayaan mudharabah di KJKS Manis 
Madani ? 
2. Bagaimanakah peranan pembiayaan mudharabah untuk mengembangkan 
UMKM pada KJKS Manis Madani ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah dalam KJKS 
Manis Madani. 
2. Untuk mengetahui peranan pembiayaan mudharabah dalam pengembangan 
UMKM pada KJKS Manis Madani 
 
1.6. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dari segi teoritis: 
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a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan 
kemampuan dalam bidang penelitian, menambah wawasan dan 
pengetahuan penulis tentang peranan pembiayaan mudharabah dalam 
pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil di KJKS Manis Madani. 
b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai pengetahuan dan penambahan 
perbendaharaan perpustakaan. 
c. Bagi peneliti berikutnya, Penelitian ini dapat menambah wawasan 
pengetahuan dan pemahaman mengenai KJKS dan sebagai acuan 
penelitian selanjutnya. 
2. Dari segi praktis 
Bagi KJKS Manis Madani diharapkan dapat memberikan pemikiran yang 
bermanfaat bagi manajemen perusahaan KJKS Manis Madani sebagai bahan 
acuan dalam pembiayaan mudharabah pada UMK di tahun yang akan datang dan 
hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada 
umumnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti 
selanjutnya yang berkaitan dengan Peranan Pembiayaan Mudharabah Dalam 
Pembiayaan UMKM Pada KJKS Manis Madani. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir   
 
 
 
12 
 
 
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Penelitian skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, hal ini dimaksudkan agar 
lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari 
masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
bagi pihak penulis, pihak praktisi dan pihak akademik serta sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan teori yang akan digunakan sebagai dasar 
penelitian yang berupapenjabaran dari dasar teori, hasil penelitian yang relevan 
yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perbandingan kesesuaian penelitian, 
kerangka berfikir merupakan penjelasan secara singkat tentang permasalahan 
yang diteliti dan hipotesis merupakan pertanyaan yang disimpulkan dari berbagai 
penelitian yang relevan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan menguraikan penelitian yang memuat waktu dan 
wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, 
data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 
operasional variabel dan teknik analisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini akan membahas mengenai gambaran umum penelitian yang 
berisi penjelasan secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan 
masalah penelitian, pengujian dan hasil analisis data yang bertujuan 
menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diinterpretasikan dan pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis). 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 
saran bagi penelitian selanjutnya. Saran yang disampaikan dalam penelitian kali 
ini diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi institusi yang berkaitan maupun 
bagi dunia penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.  Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 
2.1.1 Tinjauan umum tentang Pembiayaan Mudharabah 
Pengertian Pembiayaan Mudharabah 
Kata mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau 
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya ialah proses 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut 
mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan 
untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga 
dharb fil Ardhi ( Antonio, 2001: 95). 
Menurut Suhendi (2016: 135) Dalam bahasa Iraq menamakannya 
mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qiradh. Qiradh berasal 
dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong 
sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian 
keuntungannya mudharabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah. Di 
dalam Al-Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah 
mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dharaba 
yang terdapat sebanyak 58 kali. Beberapa ulama memberikan pengertian 
mudharabah atau qiradh sebagai berikut:  
1. Menurut para fuqaha, mudharabah akad antara dua pihak (orang) saling 
menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain 
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untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 
keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah 
ditentukan. 
2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah "Akad syirkah dalam laba, satu 
pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa". 
3. Malikiyah berpendapat mudharabah adalah: "Akad perwakilan, di mana 
pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 
diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)". 
4. Imam Hanabilah berpendapat mudharabah adalah: "Ibarat pemilik harta 
menyerahakan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang 
berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui". 
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat mudharabah adalah: " Akad yang 
menentukan seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk 
ditijarahkan". 
6. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat mudharabah 
ialah: "Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarhakan 
dan keuntungan bersama-sama." 
7. Sayyid Sabiq berpendapat, bahwa mudharabah ialah "akad antara dua belah 
pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk 
diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan 
perjanjian". 
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak 
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pertama adalah pemilik modal (shahibul mal), sedangkan pihak lainnya menjadi 
pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang 
diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan 
bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan 
ditanggung shahibul mal. (Suhendi, 2016: 138). 
Gambar 2.1 
Skema mudharabah 
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Pendapat Dinas Koperasi Jawa Timur , pengertian mudharabah yaitu:“Akad 
antara 2 belah pihak pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) dengan pihak 
kedua sebagai pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau 
keuntungan. Pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang 
telah disepakati akad di awal”. ( Pratiwi, 2016). 
 
2.1.2. Dasar Hukum Mudharabah 
Menurut Mardani (2012: 194), dasar kebolehan praktek mudharabah 
adalah Qs. Al baqarah: 198 “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari 
tuhanmu”. Adapun dalil sunah adalah bahwasanya nabi pernah melakukan akad 
mudharabah dengan harta khadijah kenegri syam (waktu itu khadijah belum 
menjadi istri rasulullah SAW), dan hadis shuhaibah Rosulullah SAW bersabda: 
ada tiga perkara yang di berkati: jual beli yang di tangguhkan, member modal, dan 
mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk di jual. (HR. 
Ibnu Majah).  
Di riwayatkan dari Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila member modal 
kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan digunakan untuk membeli 
binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan di bawa menyeberang sungai, 
apabila kamu lakukan salah satu dari larangan larangan itu, maka kamu harus 
bertanggung jawab terhadap hartaku. 
 Dalam Muwatha’ Imam Malik, dari al-A’la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub 
dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta ustman r.a. sedang 
keuntungannya dibagi dua. 
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 Kebolehan mudharabah juga dapat di qiyaskan dengan kebolehan praktek 
musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu kebolehan praktek 
mudharabah merupakan ijma’ ulama. 
 
2.1.3.  Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah 
Menurut Antonio (2001: 97) pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua 
jenis yaitu mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyadah. Berikut ini 
adalah penjelasan dari jenis jenis pembiayaan mudharabah tersebut: 
1. Mudharabah Muthlaqah 
Transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara 
shahibul maal dan mudharib yang cakupannya san6 gat luas dan tidak dibatasi 
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. 
2. Mudharabah Muqayyadah 
Transaksi mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara 
shahibul maal dan mudharib, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis 
usaha, waktu dan tempat usaha. 
Adapun akad mudharabah harus ada syarat maupun rukun yang harus dipenuhi:   
(Institut Banker Indoesia, 2003: 63). 
 
2.1.4. Rukun mudharabah 
1. Orang yang berakad 
a. Pemilik Modal 
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b. Pengelola Dana 
2. Objek Yang Diakadkan 
a. Modal 
b. Kerja 
c. Keuntungan 
3. Sigot 
a. Serah 
b. Terima 
 
2.1.5. Syarat mudharabah 
1. pihak yang berakad, keduanya harus memiliki kemampuan untuk diwakili 
dan mewakili. 
2. Syarat yang berkaitan dengan modal: 
a. harus di jelaskan besaran modal yang di setorkan kepada mudarib jumlah 
dan mata uangnya. 
b. jangka waktu pengelolaan modal. 
c. jenis pekerjaan dimudharabahkan 
d. promosi pembagian keuntungan. 
3. Sigot 
syarat dengan keuntungan, yang mana pembagian keuntungan harus jelas 
dan dari pekerja maupun pemilik modal mempunyai hak dalam sistem 
mudharabah, antara pekerja maupun pemilik modal mempunyai hak yang 
disepakati bersama. 
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2.1.6. Aplikasi dalam perbankan 
Menurut Antonio, (2001: 97) Mudharabah seringkali diterapkan pada 
produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, 
mudharabah di terapkan pada :  
a. tabungan berjangka; 
b. deposito special. 
adapun pada sisi pembiayaan diantaranya yaitu: 
a. pembiayaan modal kerja. 
b. investasi kusus. 
  
2.1.7. Resiko mudharabah 
Menurut Masjupri (2013: 204) resiko yang terdapat dalam mudharabah, 
terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, diantaranya: 
a. side streaming 
b. lalai dan kesalahan yang di sengaja. 
c. menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.  
 
2.1.8. Manfaat Pembiayaan Mudharabah. 
Menurut Antonio (2001: 97) Dari manfaat mudharabah itu sendiri adalah: 
a. pada saat keuntungan usaha anggota meningkat, Bank akan menikmati 
peningkatan bagi hasil. 
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b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan 
secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank 
sehingga bank tidak pernah mengalami kerugian. 
c. Pengembalian pembiayaan disetarakan dengan arus kas (cas flow) usaha 
anggota agar tidak memberatkan anggota. 
d. Bank lebih teliti dalam mencari usaha yang menguntungkan, halal, aman 
karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan 
dibagikan. 
e. Prinsip al-mudharabah atau bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga, 
dimana ditetapkan bahwa bank akan menagih penerima pembiayaan 
(anggota) suatu jumlah bunga tetap berapapa pun keuntungan yang 
dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 
 
2.1.9.  Berakhirnya Akad Mudharabah 
Menurut Masjupri (2013: 200) para ulama fiqih menyatakan bahwa akad 
mudharabah dinyatakan tidak sah apabila terdapat hal-hal antara lain: 
a. Masing-masing pihak menyatakan akad tidak sah atau pemilik modal 
menarik modalnya, atau pekerja dilarang untuk bertidak hukum terhadap 
modal yang diberikan. 
b. Salah seorang yang menyepakati perjanjian akad meninggal dunia 
c. Jika pemilik modal keluar dari islam (murtad) 
d. Modal habis oleh pemilik modal sebelumnya yang mana dimakan oleh 
pekerja. 
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2.1.10. Peran Pembiayaan Mudharabah Pada UMKM 
Peran pembiayaan mudharabah dalam UMKM adalah untuk modal usaha 
dengan menggunakan sistem bagi hasil, dan juga akad yang sesuai dengan 
syari’ah Islam atau kerjasama antara mudharib dan shahibul mal, dimana 
mudharib dibatasi dengan batasan jenis waktu, dan usaha. (Firmansyah, 2014) 
Sedangkan Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad yang 
berpedoman pada untung rugi tetapi jika terjadi kerugian yang menanggung 
adalah kedua belah pihak adapun al-mudharabah ini tidak sama dengan prinsip 
bunga tetap yang mana lembaga akan menagih penerima pembiayaan (anggota) 
dengan suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, 
walaupun itu merugi. (Firmansyah, 2014). 
Shahibul maal adalah pihak pemilik modal yaitu KJKS (pihak pertama), 
sedangkan mudharib (pihak kedua) disini adalah pihak pengelola yaitu anggota 
KJKS (anggota UMK). Peran UMK sendiri adalah sebagai pihak pengelola modal 
yang diberikan oleh pihak KJKS untuk mendanai proyek atau usaha yang akan 
dikerjakan oleh pihak pengelola yang mana pihak tersebut (mudharib). Dan 
apabila di kemudian hari anggota UMK (mudharib) mengalami kerungian dalam 
proyek atau usaha yang diberikan oleh KJKS maka kerugian tersebut ditanggung 
oleh pemilik modal (shahibul mal) selagi kerugian tersebut tidak disebabkan oleh 
kelalaian pengelola (anggota UMK). Maka kedua belah pihak disini dituntut untuk 
sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sehingga 
menguntukan untuk kedua belah pihak antara mudharib dan shahibul mal. 
(Firmansyah, 2014). 
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Dari penjelasan bisa disimpulkan bahwa peran UMKM pada KJKS Manis 
Madani ialah sebagai pihak pengelola (shahibul mal) dalam usaha yang 
dikerjakan, contohnya dalam pembiayaan UMKM pada KJKS Manis Madani 
memakai sistem akad mudharabah (bagi hasil), sebagaimana besar tingkat 
pembiayaan usaha yang di distribusikan oleh KJKS kepada UMKM akan 
menambah tingkat pendapatan yang diperoleh untuk kesejahteraan anggotanya 
(UMKM). 
 
2.1.11. Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia mempunyai pengaruh 
yang sangat positif, diantaranya dalam membuka dan menciptakan lapangan kerja, 
menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan 
pendapatan nasional. Posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional 
menjadi begitu penting, karena saat masa krisis yang melanda Indonesia terbukti 
hanya UMKM yang bisa bertahan dalam saat krisis tersebut. (http://www. Bi. go. 
id). 
Menurut Hadi (2015: 727), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
adalah kegiatan usaha yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja 
serta dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan 
juga bisa berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan 
stabilitas nasional.  
24 
 
 
Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menjelaskan 
bahwa yang di maksud dengan usaha kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM), 
adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta 
rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan 
tahunanpaling banyak 1 milyar rupiah per tahun. Sementara itu, Usaha Menengah 
(UM) merupakan entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki 
kekayaan bersih antara 200 juta hingga 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan 
bangunan, dengan omset per tahun maksimal 50 milyar rupiah (Sumodiningrat, 
2015: 83). 
Mentri keuangan dalam Sumodiningrat (2015: 83), mendefinisikan Usaha 
Kecil sebagai usaha perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan 
usaha yang mempunyai penjualan/ omset per tahun maksimal 600 juta rupiah 
dengan asset/ aktiva maksimal 600 juta rupiah (di luar tanah dan bangunan yang 
di tempati) terdiri dari badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan perorangan 
(pengrajin/ industry rumah tangga, petani, petrnak, nelayan, perambah hutan, 
penambang, barang dan jasa). 
Departemen Perindustrian merumuskan bahwa UMK adalah yang 
mempunyai asset maksimal 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan. 
Sementara Departemen Perdagangan merumuskan bahwa UMK adalah 
perusahaan yang memiliki modal kerja di bawah 25 juta rupiah (Sumodiningrat, 
2015: 84). 
Bank Indonesia mendefinisikan bahwa UKM ialah usaha yang bermodalkan 
kurang dari 20 juta rupiah, dan untuk setiap satu putaran usaha hanya 
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membutuhkan dana 5 juta rupiah. Memiliki asset maksimum sebesar 600 juta 
rupiah belum termasuk tanah dan bangunan. Omset tahunan kurang lebih 1 milyar 
rupiah (Sumodiningrat, 2015: 84). 
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan UKM berdasarkan 
kualitas kerja. Usaha kecil ialah sebuah usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 
5 – 19 orang. Sedangkan untuk usaha menengah merupakan entitas usaha yang 
memiliki tenaga kerja 20 – 99 orang (Sumodiningrat, 2015: 84). 
Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut 
(Sumodiningrat, 2015: 85). 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang kekayaannya sampai 50 juta 
rupiah dengan pendapatan sampai 300 juta rupiah per tahun.  
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif dengan nilai kekayaan usaha antara 50 
juta sampai 500 juta rupiah dengan total penghasilan sekitar 300 juta rupiah 
sampai 2,5 milyar rupiah per tahun.  
3. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan (modal) 
500 juta hingga 10 milyar rupiah dengan jumlah pendapatan sekitar 2,5 
sampai 50 milyar pertahun. 
 
2.1.12. Peranan usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan 
menengah dalam pasal 3 yang berbunyi bahwa usaha mikro, kecil dan menengah 
bertujuan untuk menumbuhkan, memperluas dan mengembangkan usahanya 
dalam rangka membangun secara sehat perekonomian nasional berdasarkan 
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demokrasi ekonomi yang berprinsip keadilan. Dalam definisi UMKM dapat 
diartikan mempunyai peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui 
kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga 
kerja. (http://www.bi.go.id) 
 Menurut Glen Glenardi (2002: 290) UMKM mempunyai kemampuan 
dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional dikarenakan 
oleh: 
a. Sector mikro dapat di kembang dan luaskan hampir diseluruh sector usaha 
dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia. 
b. Karena penyebarannya yang sangat luas (baik dari sector usaha maupun 
wilayahnya) sector mikro juga dapat berperan dalam pemerataan 
kesempatan kerja. 
c. UMKM termasuk juga usaha anggota koperasi yang pada umumnya 
fleksibel. UMKM dengan jangkauan usaha yang tidak begitu besar, 
kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang dipakai dapat lebih mudah 
menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. 
d. Produk produk yang dihasilkan sebagian besar adalah produk yang 
berhubungan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. 
e. UMKM lebih sesuai dengan kehidupan pada tingkat bawah sehingga upaya 
membuat masyarakat menjauh dari keterbelakangan akan lebih efektif dan 
optimal. 
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2.1.13. Karakteristik UMKM 
UMKM menurut UU No. 9 tahun 1995 masih disebut UKM (Usaha Kecil 
dan Menengah). Berikut ini adalah criteria yang berlaku bagi usaha kecil dan 
menengah (Sumodiningrat, 2015: 82): 
1. Kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan 
bangunan usaha. 
2. Hasil penjualan pertahun maksimal 1 milyar rupiah 
3. Milik warga Negara Indonesia.  
4. Berdiri sendiri. 
5. Bukan anak perusahaan atau cabang perusaan yang memiliki, dikuasai, atau 
berafiliasi dengan perusaan menengah atau perusahaan besar. 
Kriteria  Usaha Kecil dan Menengah menurut World Bank (Bank Dunia) 
dalam (Sumodiningrat, 2015: 86), UMKM dapat di kelompokkan dalam 3 jenis, 
yaitu Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang), Usaha Kecil (jumlah karyawan 
30 orang) dan Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam 
perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu: 
1. Livelihood activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang di gunakan 
sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal 
sebagai sector informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. 
2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat 
pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 
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3. Small dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah 
memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak 
dan ekspor. 
4. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha kecil Menengah yang telah 
memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi 
Usaha Besar (UB).   
 
2.1.14. Keunggulan kelemahan usaha mikro, kecil dan menengah 
Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh UMKM dibandingkan dengan 
usaha besar sebagai berikut (Sartika, 2002: 20): 
a. Inovasi dalam teknologi dalam pengembangan produk 
b. Hubungan kemanusiaan yang baik didalam usaha kecil 
c. Fleksibilitas menyesuaikan diri dalam kondisi pasar yang slalu berubah 
;dengan cepat dibandingakan dengan perusahaan besar yang pada umumnya 
birokratis. 
d. Memiliki dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. 
Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah:  
a. Kesulitan pemasaran 
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah 
tekanan-tekanan dari persaingan yang terdapat dipasar domestic. 
b. Terbatas dan kurangnya hal dalam masalah financial 
c. Sedikitnya sumber daya manusia (SDM) 
d. Masalah bahan baku. 
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e. Teknologi yang masih tertinggal. 
2.1.15. permasalahan UMKM 
 Permasalahan permodalan merupakan permasalahan umum yang dihadapi 
oleh UMKM. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak Usaha Mikro 
Kecil dan menengah (UMKM) semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan 
dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan 
dari konsumen (bhakti,2011). 
 Selain masalah permodalan, UMKM juga mengalami permasalahan lain. 
Dalam lampiran Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, pada buku II 
Bab III disebutkan tentang permasalahan UMKM, antara lain (Hadi, 2015): 
1. permasalahan belum kondusifnya iklim usaha.koperasi dan UMKM masih 
menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan 
usahanya, termasuk tantangan untuk berkompetisi dalam persaingan pasar 
global. 
2. Permasalahan pengenbangan produk dan pemasaran. Koperasi dan UMKM 
masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya. 
Seperti terbatasnya akses teknologi, kurangnya kepedulian mengenai prasarat 
mutu dan disain produk serta kebutuhan konsumen. 
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Karena belum ada pertimbangan 
karakteristik wirausaha hdalam pengembangan UMKM dan juga rendahnya 
motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan.   
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2.1.16. Pemberdayaan UMKM 
Pemberdayaan dan memberdayakan yang merupakan terjemahan dari kata 
empower. Kemunculan istilah ini memberikan isyarat bahwa selama ini telah 
terjadi ketidak berdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dalam siklus 
kehidupan politik, social maupun ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya membuat 
sesuatu berkemampuan atau berkekuatan (Muhammad, 2005: 111). 
Dalam Oford English Dictionary kata empower mengandung dua arti. 
Pertama, to give power or authority to (memberikan kekuasaan, mengalihkan 
kekuatan, mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, to give ability to or 
enable (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan). 
Menurut Muhammad (2005: 111). Pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi 
yaitu: 
1. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
potensi rakyat berkembangan. Semua manusia memiliki potensi atau 
kreatifitas bawaan. Artinya, setiap anggota masyarakat memiliki 
kemampuan untuk berkembang sehingga setiap anggota masyarakat 
memiliki hak untuk memanfaatkan potensi yang di miliki menuju kehidupan 
yang lebih baik. 
2. Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya 
yang dimiliki keluarga. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi ini, 
upaya yang di lakukan adalah meningkatakan taraf hidup pendidikan, 
kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti, 
modal, teknologi, informasi dan lapangan kerja. 
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3. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti berupaya 
melindungi atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta 
menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang maju dengan yang 
belum maju. 
Menurut Sumodiningrat (2015: 20), dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa pembaerdayaan adalah proses menyeluruh, suatu proses aktif antara 
motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu di berdayakan melalui 
peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberi dan berbagai kemudahan serta 
peluang untuk mencapai akses system sumber daya alam dalam meningkatakan 
kesejahteraan masyarakat. 
UMKM yang menganggap setiap orang adalah badan usaha, artinya setiap 
orang harus bekerja, memiliki usaha, menghasilkan produk yang dapat dijual 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep dasar ini berasal dari one person 
one product yang menekankan pentingnya setiap orang bekerja, mendapatkan 
penghasilan dan bisa digunakan untuk menabung (Sumodiningrat, 2015: 22). 
Menurut Sumodiningrat (2015: 22), pemberdayaan UMKM berarti 
pemberdayaan individu yang harus di kuatkan dengan berbagai kemudahan dan 
fasilitas, sehingga dapat meningkatkan ketrampilan, menaikkan penghasilan, dan 
pada akhirnya dapat lebih sejahtera dan lebih berbahagia. 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian tentang Pengembangan UMKM telah dilakukan oleh banyak 
peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini merujuk dari beberapa 
penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu. 
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Menurut choirin Nikmah, Hari Sukarno dan Ana Mufidah (2014), 
menyimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dari bmt mampu 
membantu usaha para pedagang kecil dan juga mampu meningkatkan laba 
penjualan dengan baik. 
Menurut Almustofa (2011) menyimpulkan bahwa lembaga keuangan 
dengan pola syariah mampu mendukung dan menumbuh kembangkan usaha 
MIkro Kecil dan Menengah (UMKM) secara maksimal sehingga layak sebagai 
model ekonomi kerakyatan sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. 
Menurut risky  T.A.B, M. Bakhri, dan siti Hamidah (2011), menyimpulkan 
bahwa bank syariah masih berhati hati dalam memberikan pembiayaan usaha 
dengan prinsip bagi hasil kepada UMKM dalam jumlah banyak, dikarenakan 
keterbatasan sumber daya yang di miliki bank syariah serta perlu adanya 
pengawasan dalam menjalankan usaha antara shahibul maal dan mudharib. 
Menurut Badri, Dahlan, mahfud (2013) menyebutkan bahwa dibeberapa 
daerah penyaluran pembiayaan di bank syariah belum sepenuhnya dilaksanakan 
pada semua jenis usaha bagi hasil pada sector riil yang bertujuan untuk 
menumbuh kembangkan semangat berwirausaha masyarakat melalui penyediaan 
akses permodalan dan perlindungan terhadap para pelaku usaha. Penyaluran 
pembiayaan di bank syariah harus dilaksanakan lebih berimbang baik dengan 
prinsip bagi hasil maupun non bagi hasil.  
Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti disusun berdasarkan pada 
penelitian – penelitian yang terdahulu mempunyai perbedaan sebagai berikut: 
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Choirin Nikmah, Hari Sukarno, Ana Mufidah (2014) 
1. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya berada di Kota 
Jember sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan UMKM di Ngawi serta 
periode pelaksanaan penelitiannya juga berbeda. 
2. Tujuan penelitian sebelumnya menggambarkan implikasi pembiayaan 
syariah berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada pedagang kecil 
berdasarkan kinerja keuangan pedagang kecil 
3. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pedagang kecil yang telah 
mendapat pembiayaan syariah berupa pembiayaan berjenis mudharabah dan 
musyarakah dari BMT Bina Tanjung rata-rata mampu meningkatkan aset, omset 
penjualan dan laba dengan baik.  
4. Didalam penelitian sebelumnya membahas tentang pembiayaan 
Mudharabah dan Musyarakah sedangkan penelitian ini fokuf hanya pada 
pembiayaan Mudharabah saja. 
Menurut Almustofa (2011) 
1. Penelitian sebelumnya membahas tentang Usaha Kecil Mikro dan 
Menengah yang disupport oleh Lembaga Keuangan dengan prinsip syariah 
sebagai modal kegiatan ekonomi untuk menaikan daya saing daerah sedangkan 
penelitian saat ini memiliki pembahasan mengenai Eksistensi pembiayaan 
mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Koperasi Jasa 
Keuangan Syari’ah (KJKS). 
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2. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya berada di Kota 
Jombang sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan UMKM di Ngawi 
serta periode pelaksanaan penelitiannya juga berbeda. 
3. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendorong kelompok UMKM dan 
lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah sebagai salah satu model yang 
bisa dikembangkan untuk melakukan kerjasama kegiatan ekonomi masyarakat 
yang bisa meningkatkan daya saing daerah. 
Rizki Tri Anugrah Bhakti (2011) 
1. Penelitian sebelumnya membahas tentang Pemberdayaan UMKM melalui 
Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah 
sedangkan penelitian saat ini membahas tentang Eksistensi pembiayaan 
mudharabah untuk Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Koperasi Jasa 
Keuangan Syari’ah (KJKS). 
2. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya berada di Kota 
Malang sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan UMKM di Ngawi serta 
periode pelaksanaan penelitiannya juga berbeda. 
Badri, Dahlan, mahfud (2013) 
1. Penelitian sebelumnya membahas tentang Pelaksanaan Penyaluran 
Pembiayaan oleh Bank Syariah di Banda Aceh penelitian saat ini membahas 
tentang Eksistensi pembiayaan mudharabah untuk Pengembangan Usaha Mikro 
dan Kecil dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS). 
2. Penelitian sebelumnya menggunakan Objek Bank syariah sedangkan 
penelitian saat ini menggunakan Objek KJKS. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1.  Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
kualitatif menyangkup pengertian adanya upaya memperdalam dan pemahaman 
pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang 
berasal dari persoalan kemanusiaan atau sosial (Kuswantoro, 2010: 1) 
Menurut Sugiyono (2015: 295), Penelitian kualitatif teori yang di gunakan 
harus jelas, karena teori disini berfungsi memperjelas masalah yang diteliti. 
Sedangkan deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan suatu gejala 
yang menggunakan ukuran rasa sebagai dasar penilaian. 
Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan 
dengan melihatkan fenomena yang terjadi baik perilaku, tulisan yang diamati. 
Pendekatan ini dilakukan dengan menggambarkan analisis. 
 
3.2. Subyek Penelitian 
1. Subyek Penelitian  
Subyek penelitian adalah subyek yang diinginkan untuk diteliti oleh 
peneliti. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah manager dan 
marketing pembiayaan KJKS Manis Madani. 
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2. Sampel Penelitian  
Sugiyono (2010: 215), sempel adalah sebagian atau wakil populasi yang di 
teliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian 
tersebut disebut penelitian sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku 
UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan mudharabah di KJKS Manis Madani 
Ngawi. 
Teknik penentuan sampel dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 
teknik purposive sampling, purposive sampling adalah teknik mengambil sampel 
dengan tidak berdasarkan randon atau acak, daerah atau strata, melainkan 
berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu 
(Sugiyono, 2010: 218-219). 
Sampel dalam penelitian ini harus memiliki cirri esensial sebagai pelaku 
UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan mudharabah di KJKS Manis Madani 
Ngawi yang masih lancar, syaratnya harus up to date dan dapat dilacak 
dilapangan. Selain dalam penelitian deskriptif untuk pengukuran terhadap 
permasalahan terkait dengan pembiayaan mudharabah di KJKS Manis Madani 
Ngawi penulis juga mengulik fakta dari beberapa pihak di KJKS Manis Madani 
Ngawi. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data untuk  memperoleh data-data yang diperlukan 
dalam penelitian ini sebagai alat pendukung pembuktian jawaban penelitian. 
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Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ialah 
sebagai berikut : 
1. Observasi 
Observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin 
dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung 
oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur (Herdiansyah, 2015: 
132). 
2. Wawancara 
Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh 
setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana 
arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan 
mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami 
(Herdiansyah, 2015: 31). 
Dalam penelitian ini diperoleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti 
dengan salah satu pihak dari KJKS Manis Madani. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti setiap bahan tertulis 
atau film yang tidak dipersiarkan karena adanya permainan seorang peneliti 
(Moleong, 2001: 161). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 
dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki perusahaan yang ada hubungannya 
dengan peneliti seperti struktur organisasi dan sejarah perusahaan. 
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4. Studi Pustaka 
Yaitu penulis mencari data-data yang relevan dan literatur yang sudah ada 
sebagai bahan pertimbangn dan pendukung dalam proses menyusun skripsi. 
Melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku 
literature, jurnal dan makalah untuk memperoleh landasan teoritis yang 
komprehensif tentang. 
 
3.4. Teknik Analisis Data 
Dalam peneliian ilmian analisis data merupakan hal sangat pentimg, karena 
analisis data dapat berguna dalam pemecahan masalah peneitian. Analisis 
merupakan suatu proses yang membawa bagaimana data diatur, untuk 
engorganisasikan apa yang ada kedalam sebuah pola. Kategori dan unit dreskripsi 
dasar. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deduktif induktif, yaitu 
metode analisis yang dengan menggunakan penalaran dari hal-hal yang bersifat 
umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun dalam penelitian ini metode 
tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari pihak KJKS Manis 
Madani dengan hasil observasi dan wawancara lapangan kepada para anggota. 
Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah 
berikutnya.Kategori-ketegori ini dilakukan sambil membuat koding.Tahap akhir 
dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.Setelah 
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selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah data hasil 
sementara menjadi teori subtantive dengan menggunakan beberapa metode 
(Sugiyono, 2015: 334-335). 
 
3.5. Validitas dan Reliabilitas Data 
Menurut Sugiyono (2015: 363) Uji keabsahan sebuah data untuk 
membuktikan bahwa hasil penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 
Untuk membuktikannya dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 
triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data 
dari berbagai sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 
sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 
waktu. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara menggunakan sesuatu 
yang lain di luar data tersebut, sebagai pembanding terhadap data tersebut. 
Menurut Denzin (1978) dalam Gunawan (2014: 219) triangulasi dapat 
dibedakan menjadi empat macam yaitu trianglasi sumber, metode, peneliti dan 
teoritik. 
Triangulasi dalam penelitian kualitatif menjadi sesuatu yang sangat penting 
untuk membantu pengamatan menjadi lebih jelas sehingga informasi yang 
diperlukan menjadi lebih jernih. Triangulasi adalah proses validasi yang dilakukan 
dalam riset untuk menguji kebenaran antara sumber data yang satu dengan sumber 
data yang lain dan/atau metode yang satu dengan metode yang lain misalnya, 
observasi dan wawancara (Ali, 2014: 270).  
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Tehnik triangulasi merupakan modus pelacakan atau pegecekkan kepada 
pihak ketiga atau sumber data ketiga guna meningkatkan peluang-peluang agar 
temuan-temuan penelitian dan interpretasi terhadap temuan-temuan itu menjadi 
lebih bisa diterima kebenarannya. Pelaksanaan triangulasi dapat dilakukan melalui 
salah satu dari empat model, yaitu sumber data, metode, investigator, dan teori 
(Ali, 2014: 270).  
Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi melalui 
penggunaan data/sumber. Triangulasi dengan sumber ini digunakan dengan jalan 
membandingkan dan mengecek informasi atau data yang diperoleh dari 
wawancara dengan dokumentasi dan hasil  pengamatan.Dalam Moleong (2001: 
33) triangulasi dengan sumber data ini dapat dicapai dengan jalan :  
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi.  
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.  
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan.  
Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dalam pengecekannya 
dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 
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wawancara kepada pihak yang berkaitan di KJKS Manis Madani Ngawi dan 
nasabah UMKM di KJKS Manis Madani ngawi, dan membandingkan sebuah 
hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan mengenai pembiayaan usaha 
dengan prinsip bagi hasil yang di salurkan oleh KJKS Manis Madani Ngawi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Profil Obyek Penelitian 
1. Profil Lembaga 
Koperasi Serba Usaha (KSU) “LEMBU MANIS” kabupaten ngawi 
didirikan pertama kali dengan Akta Notaris Nomor : 10 tertanggal 04 April 2008 
oleh Notaris dan PPAT Idiastuti,SH yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No. 
543 Ngawi. Akta notaries tersebut telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum 
Nomor : 11/BH/XVI.17/IV/2008, tertanggal 07 April 2008. Koperasi Serba Usaha 
(KSU) “LEMBU MANIS”  kabupaten Ngawi beralatkan di desa Manisharjo, 
kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi, propinsi jawa timur kemudian di ubah 
dengan Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “MANIS MADANI” pada 
tahun 2012. Sampai sekarang sudah mempunyai beberapa cabang salah satunya 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “MANIS MADANI” Bertempat di 
Ngrambe – Walikukun, Km.01, kec. Ngrambe (utara BRI Ngrambe) 
Pendirian ini dilatarbelakangi sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap 
masyarakat sekitar dan upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui usaha 
koperasi, mengingat koperasi yang bergerak dalam usaha layanan anggota pada 
khususnya dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat dengan menggunakan 
manajemen usaha bersama dengan menerapkan sistem syariah/bagi hasil, pada 
prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan syariah Islam. Di 
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dorong oleh keinginan dan niat kuat untuk memberikan alternatif keuangan yang 
lebih bersih, saling menguntungkan dan bebas dari riba, sampai saat ini MANIS 
MADANI tetap komitmen berada di jalur syariah. 
 Lembaga yang  bergerak dalam 2 (dua) bagian kerja yang meliputi bagian 
simpan pinjam dan social ini berkantor di Jl. Raya Ngrambe – Walikukun, Km.01, 
kec. Ngrambe (utara BRI Ngrambe) telepon 0351 8065551. 
 
2. Visi dan Misi 
a. Visi 
Sebagai lembaga terdepan penyedia jasa keuangan syariah bagi UMKM 
Indonesia. 
b. Misi 
1. Menyediakan dan mengembangkan system pembiayaan berbasis syariah 
yang mudah dan dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan dan 
pertumbuhan UMKM Indonesia. 
2. Membangun standart operasional prosedur pengelolaan yang dapat 
menjamin mutu pelayanan KJKS secara berkesinambungan. 
3. Meningkatan kesejahteraan anggota dan karyawan. 
 
3. Identitas Umum 
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Nama : KJKS Manis Madani 
Pusat : Jl. Raya Ngrambe – Walikukun, Km.01, kec. Ngrambe (utara BRI 
Ngrambe) telepon 0351 8065551 
 
Struktur Organisasi 
a. Nama koperasi  : KJKS Manis Madani 
b. Nomor Badan Hukum : 11/BH/XVI.17/IV/2008 
c. Tanggal Badan Hukum : 07 April 2008 
d. Alamat     : Jl. Raya Ngrambe – Walikukun, Km.01, kec. 
Ngrambe (utara BRI Ngrambe) 
e. Tepon  : 0351 8065551 
4.Struktur Kepengurusan 
 Berdasarkan RAT ke XII tanggal susunan dan pengawas KJKS Manis 
Madani adalah sebagai berikut: 
a. Susunan Pengurus: 
1. Ketua    : Anis Nuraini 
2. Sekretaris  : Basuki Rochmad 
3. Bendahara  : Bonasir 
4. Pengawas  : Wagimin, S.Pd 
 
b. Pengelola  
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1. Manajer  : Siswahyudi, ST 
2. Kabag pembiayaan : Agustina Rahayu, S.Si 
3. Accounting  : Prihatin A. Md 
4. Adm. Pembiayaan  : Arina Fauzani S.E 
5. Costumer service : Marfi’ Setyo Panuntun S.Si 
6. Teller   : Fitri Wahyuningsih S.E 
7. Kabag Operasional : Yunita Tri Arwanti S.E 
8.   Surveyer  : Emi Qomariyah  
9.   Collector  : Drs. Susanto  
10. Marketing (AO/FO) : Reni ermawati 
11. Marketing (AO/FO) : Aris Ginanto 
12. Marketing (AO/FO) : Aris Aditiya 
13. Bagian Umum : Ahmadi 
5. Job Description 
Tugas dan wewenang (job description) dari masing masing jabtan pada 
KJKS Manis Madani adalah sebagai berikut: 
a. Manajer  
1) Mungusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk di sahkan dalam 
RAT ataupun di luar RAT 
2) Mengusulkan Rancangan Anggaran dan rencana kerja kepada pengurus 
yang nantinya disahkan pada rapat anggota tahunan (RAT) 
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3) Mengkoordinasi/memimpin kinerja karyawan untuk mencapai visi, misi dan 
tujuan KJKS Manis Madani. 
4) Memimpin rapat koordinasi satu minggu sekali dengan pengelola/ jajaran 
manajemen. 
5) Mendatangani perjanjian kerjasama antara KJKS dengan pihak lain dengan 
persetujuan pengurus. 
6) Setiap bulan membuat laporan perkembangan KJKS kepada pengurus. 
7) Bersama tim komite pembiayaan membuat keputusan tentang pembiayaan. 
8) Membantu pengurus menyiapkan kebijakan kebijakan yang di perlukan 
untuk kemajuan lembaga. 
b. Kabag Operasional 
1) Menyusun rencana anggaran operasional dan keuangan yang mencakup : 
a) Anggaran pendapatan dan biaya operasional KJKS 
b) Anggaran biaya pembukaan kantor kas dan kantor cabang 
c) Anggran biaya pengembangan produk, promosi dan distribusi 
2) Mengusulkan rencana operasional dan keuangan 
3) Mensosialisasikan kebijakan akuntansi 
4) Melakukan penyimpanan dan pengambilan uang dari dan ke bank sesuai 
dengan kebutuhan 
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5) Memfasilitasi proses pengikatan akad 
6) Membantu pengurus dalam penetapan besarnya penyusutan aktiva tetap 
7) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari aspek legal 
8) Mengelola kas/likuiditas. 
9) Membina dan mengarahkan karyawan di luar marketing. 
c. Castumer Service 
1) Bertanggung jawab pada pengisian formulir – formulir 
2) Membukukan tabungan  
3) Membuat CIF. 
d. Teller 
1) Menerima dan membayar transaksi-transaksi tunai. 
2) Mengadministrasikan transaksi-transaksi tunai. 
3) Mengadministrasikan buku kas harian dan menutupnya setiap hari. 
4) Bertanggung jawab atas selisih kas tunai. 
5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada pengurus melalui 
manager. 
e. Accounting 
1) Melaksanakan kegiatan teknis administrasi 
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2) Melakukan verivikasi dan validasi data data dan bukti bukti transaksi 
dengan kebenaran faktualnya 
3) Melakukan pembukuan akuntansi dan membuat lapotan keuangan serta 
laporan lainnya yang di perlukan oleh kantor 
4) Bersama mnajer senantiasa melakukan koordinasi untuk mengendalikan dan 
menjaga kesehatan ratio cash flow, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 
capital adeque ratio (CAR) 
5) Melayani/memberikan data atau laporan kepada petugas dalam rangka 
pelaporan rutin. 
f. Marketing 
1) AO : Account Officer  
bertanggung jawab kepada kepala unit dalam mencapai target pembiayaan, 
pembinaan anggota dan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada 
anggota dan calon anggota. 
2) FO : Funding Officer  
bertanggung jawab kepada kepala unit dalam mencapai target tabungan, 
pembinaan anggota dan melakukan maintenance kepada semua anggota funding 
g. Surveyer 
1) Melakukan verivikasi berkas persyaratan pengajuan pembiayaan tentang 
kelengkapan dan keabsahan. 
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2) Melakukan survey kelokasi nasabah dan mengetahui secara langsung 
keadaan nasabah di lapangan 
3) Melakukan verivikasi dan pengujian data hasil survey dan wawancara. 
4) Melakukan analisis tingkat kelayakan pengajuan pembiayaan secara objektif 
koperehensif yang meliputi tiga aspek utama yaitu factor internal, koternal, 
dan eksternal 
5) Menentukan akad pembiayaan apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. 
6) Menganalisa pembiayaan bermasalah dan memberikan solusi yang tepat dan 
baik bagi KJKS dan nasabah. 
h. Admin pembiayaan. 
1) Membuat surat persetujuan pengajuan pembiayaan 
2) Membuat surat sanggup yang harus di tandatangani oleh nasabah financing 
dan saksi (istri/suami/kluarga) 
3) Membuat kad pembiayaan dan ngimput data nasabah beserta administrasi, 
plafon, jasa dan lain lain kedalam software yang itun langsung berhubungan 
dengan bagian teller, jadi pengimputan data harus benar karena bila salah 
akan berakibat hitungan teller pada laporan hariannya tidak sesuai/selisih. 
4) Mendatangkan nasabah financing untuk mendatangani berkas berkas yang 
sudah disiapkan. 
i. Collector 
1) Penagihan dilakukan secara baik, sopan serta melalui pendekatan yang 
agamis 
2) Penagihan pertama dilakukan secara lisan oleh bagian collector 
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3) Penagihan yang kedua dilakukan dengan memberikan surat tagihan 
4) Apabila penagihan dengan lisan dan surat tagihan belum dapat 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini. Kemudian collector mendatangi 
alamat nasabah yang wan prestasi tersebut. 
5) Disana petugas ini menemui nasabah yang bersangkutan untuk di mintai 
keterangan mengapa sampai melakukan tindakan wan prestasi dan 
memberikan surat tagihan 
6) Setelah mengetahui alasan dari nasabah tersebut maka petugas collector 
memberikan tawaran solusi yang tepat bagi nasabah tersebut.  
 
4.1.2. Produk Operasional KJKS Manis Madani 
1.   Tabungan dan Simpanan 
a. Mudharabah 
Suatu akad penyerahan modal dari pemilik modal (shahibul maal) yakni 
pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha dengan keuntungan dibagi 
berdasarkan nisbah yang disepakati bersama antara KJKS dengan pemilik modal 
(anggota yang menabung). 
Penerapan simpanan mudharabah di KJKS dapat diterapkan pada simpanan 
berjangka ( 3, 6, 9, 12, 24 bulan, …) atau investasi khusus. 
51 
 
 
b. Tabungan Lain 
1) Tabungan  Pembiayaan Umum (TBU) 
TBU yaitu setoran tabungan dari nasabah yang disetorkan bersama angsuran 
pembiayaan ketika dia mempunyai utang. 
2) Simpanan Wajib (SW) 
Simpanan Wajib yaitu Setoran wajib bagi setiap anggota yang harus dibayar 
rutin setiap bulannya, yang jumlahnya ditentukan oleh perusahaan berdasarkan 
RAT (Rapat Anggota Tahunan). 
3) Simpanan Pokok (SP) 
Simpanan Pokok yaitu Setoran/ Iuran pokok yang harus di bayar ketika 
seseorang menjadi anggota  baru di KJKS dan jumlah nya di tentukan, serta 
diambil ketika dia keluar dari anggota. 
2.  Pembiayaan dan Piutang  
a.    Musyarakah (Investasi) 
Al musyarakah dalah aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal 
dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan. 
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b.    Mudharabah (Bagi Hasil) 
Al mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak 
pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. 
Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila 
rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 
dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka 
si pengelolalah yang bertanggung jawab. 
c.    Murabahah (Jual Beli) 
Murabahah yaitu akad jual beli antara dua pihak dimana penjual dan 
pembeli menyepakati harga jual, bisa secara tunai, bayar tangguh atau bayar 
angsuran. Murabahah dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian 
barang-barang investasi. 
d. Ijarah (sewa) 
Merupakan pembiayaan kepada anggota untuk menyewa sesuatu 
benda/barang yang pada hakekatnya KJKS/BMT lah yang menyewakan kepada 
anggota. Atas akad ini, KJKS/BMT akan menaikan harga sewa dari pemilik 
semula, sesuai kesepakatan dengan pemilik dan anggota. 
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4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS Manis Madani. 
Lembaga keuangan syari’ah merupakan lembaga Islam yang memiliki 
kegiatan pembiayaan yang sering disebut akad. Salah satunya adalah akad 
pembiayaan mudarabah, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad 
kerja sama usaha atara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai shahibul 
maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai 
mudarib (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut 
kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak. 
Dalam Hadist riwayat Ibnu Majah di jelaskan juga pembiayaan yang 
mendapatkan berkah yaitu yang Artinya “Tiga macam mendapat barakah: 
muqaradhah/mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan 
tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah). 
Jenis-jenis pembiayaan mudharabah ada dua macam yaitu pembiayaan 
mudharabah muthalaqah, dan mudarabah muqayyadah selain jenis-jenis 
pembiayaan mudharabah ada juga rukun dan syarat mudharabah yang harus 
dipenuhi yaitu akad, orang yang berakad dan mempunyai modal sedangkan 
Syaratnya adalah berkaitan dengan orang yang menjalankan transaksi, 
syarat yang berkaitan dengan modal, dan syarat yang berkaitan dengan 
keuntungan. Dan manfaat pembiayaan mudharabah salah satunya yaitu 
bahwasanya prinsip dari bagi hasil dalam mudharabah berbeda prinsip bunga, 
dimana bank tetap menagih pembiayaan anggota suatu jumlah bunga yang sama 
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berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota sekalipun merugi dan terjadi 
krisis. 
Adapun jenis-jenis pembiayaan pada KJKS Manis Madani adalah: 
1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) Sistem ini adalah 
suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana 
dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara KJKS 
dengan penyimpan dana, maupun antara KJKS dengan anggota penerima dana. 
Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah : 
2. Al-musyarakah, dimana dana dari KJKS merupakan bagian dari modal usaha 
anggota dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 
bersama. 
3. Al-mudharabah, dimana seluruh modal usaha sepenuhnya dari KJKS dan 
keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lebih 
jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk 
pendanaan (simpanan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah 
lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan. 
Pengertian mudharabah sendiri adalah merupakan kerjasama kedua belah 
pihak antara pihak pertama pertama dan pihak kedua, yanng mana dana 100% dari 
pihak pertama dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. Pihak pertama disini adalah KJKS sebagai pemegang modal (shahibul mal) 
dan pihak kedua sebagai pengelola modal atau anggota (mudharib). 
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Dalam mudharabah terdapat dua bentuk macam mudharabah yaitu mudharabah 
muthalaqah yang merupakan mudharabah tanpa syarat dan mudharabah 
muqayyadah yang merupakan penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. 
Dan ketika melakukan mudharabah maka kita tidak bisa terlepas dari syarat 
maupun rukun yang harus dipenuhi dalam mudharabah agar proses mudharabah 
dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat yang 
berlaku.( Hendi, 2010 : 97) 
Mudharabah sering juga digunakan dalam perbankan, mudharabah dalam 
perbankan pun terdapat ketentuan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 
prosesnya berjalan dengan lancar, dan akad yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak akan berakhir jika masing-masing pihak menyatakan akad batal atau 
pengelola dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan oleh 
pemilik modal. 
KJKS Manis Madani dalam menjalankan programnya mempunyai 
bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat. Salah satunya 
adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan 
mudharabah yang diberikan keberbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, 
perdagangan, nelayan serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan 
meningkatkan produktivitas usahanya. Dan produktivitas dalam menjalankan 
sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu 
usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
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Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dalam meningkatkan 
pendapatan masyarakat khususnya usaha kecil untuk meningkatkan kegiatan 
ekonominya serta memperkuat daya saingnya. KJKS Manis Madani direncanakan 
sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai 
lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat sampai 
lapisan akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar, perkembangan tersebut 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Table 4. 1 
KONDISI PEMBIAYAAN MUDHARABAH (PENYALURAN DANA) 
 
No. TAHUN TOTAL PENYALURAN DANA 
1. 2014 69.386.144  
2. 2015 221.250.000  
3. 2016 683.974.000  
4. 2017 1.248.160.500  
5. 2018 1.658.000.000  
 
Tahun 2014 total penyaluran sebesar Rp. 69.386.144,- sampai dengan tahun 
2018 jumlah penyaluran dana KJKS Manis Madani terus meningkat sebesar Rp. 
1.658.000.000, 
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Table 4. 2 
KONDISI LABA/RUGI 
 
No. TAHUN TOTAL LABA/RUGI 
1. 2014 - Rp. 4.071.679 
2. 2015 - Rp. 1.692.323 
3. 2016 Rp. 5.269.398 
4. 2017 Rp. 24.622.991 
5. 2018 Rp. 26.622.991 
 
Tahun 2014 total rugi sebesar - Rp. 4.071.679,- sampai dengan tahun 2018 
jumlah lanba terus meningkat sebesar Rp. 26.622.991,- 
Table 4. 3 
KONDISI MODAL 
 
No. TAHUN TOTAL MODAL 
1. 2014 Rp. 46.749.721  
2. 2015 Rp. 41.227.398  
3. 2016 Rp. 54.887.308  
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4. 2017 Rp. 632.706.399  
5. 2018 Rp. 683.404.041  
 
Dari awal berdirinya KJKS Manis Madani memulai beroperasi dengan 
bermodalkan Rp. 10.000.000,-akhir tahun 2014 total modal bertambah sebesar 
Rp. 46.749.721,- sampai dengan tahun 2018 jumlah modal KJKS Manis 
Madani.terus meningkat sebesar Rp.683.404.041. 
Akad pembiayaan mudharabah menunjukkan adanya perkembangan dari 
tahun ke tahun, jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah dari 
tahun ketahun ada peningkatan, hal ini menunjukan bahwa perhatian yang 
diberikan KJKS Manis Madani dalam memberikan pembiayaan terhadap usaha 
kecil dan menengah dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik. 
Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa program pembiayaan 
mudharabah bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan 
mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para 
pelaku usaha dapat memperoleh keuangan tersendiri. Karena dengan adanya 
pembiayaan mudharabah masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang 
memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan 
mereka. Pembiayaan mudharabah juga dilakukan agar semua masyarakat yang 
menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya. Dengan 
pembiayaan mudharabah yang ada di KJKS diharapkan meningkatkan 
pengembangan usaha salah satunya dalam pengembangan usaha mikro dan kecil 
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melalui penjualan peningkatan tenaga kerja, penambahan jumlah anggota dll 
disetiap tahunnya dimana pengembangan tersebut dapat membawa dampak pada 
perkembangan KJKS Manis Madani. 
 
4.2.2. Analisis Peran Pembiayaan UMKM pada KJKS Manis Madani 
Adapun program KJKS adalah program usaha mikro kecil dan menengah 
yaitu program pelatihan, program pemberdayaan dan program pembinaan, yang 
termasuk program binaan KJKS yang menawarkan kerjasama dalam bentuk 
penawaran salah satunya adalah pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan yang 
ada di KJKS Manis Madani yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah 
diharapkan dapat memperlancarkan perekonomian usaha kecil dan menengah dan 
mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang 
harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi usaha kecil untuk bisa 
lebih maju.  
Peranan pembiayaan UKM pada KJKS Manis Madani adalah yang mana 
usaha mikro dan kecil itu sendiri program dari KJKS Manis Madani, dan dengan 
adanya program pembiayaan usaha mikro dan kecil yang di adakakan oleh KJKS 
akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan usahanya 
terutama pada usaha kecil dan menengah. dan daerah program binaan KJKS 
Manis Madani meliputi daerah Ngrambe, Sine dan Ngawi. 
Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia 
pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu 
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menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahawa 
pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat 
mengembangkan kembali perekonomiannya. Masyarakat yang menjalankan 
usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai progres 
yang sangat baik dalam pengembangan ekonomi.  
Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk 
mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KJKS Manis Madani 
sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip 
syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang 
mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah 
satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang 
membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, 
dan cepat karena pengambilan dana yang di perlukan sewaktu waktu dapat 
diambil tanpa harus menunggu proses yang lama. 
Dengan adanya program UKM, KJKS dapat mengangkat perekonomian 
masyarakat, mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan 
ekonomi secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat 
meningkatkan usahanya lebih besar lagi dan bisa mencari dana atau modal tanpa 
proses yang rumit dan halal untuk meningkatkan usaha atau membuka usaha baru. 
Dan program yang di berikan oleh KJKS Manis Madani, mampu memberikan 
kesejahteraan bagi para anggota UKM dan bisa memberikan manfaat bagi usaha-
usaha mikro dan kecil untuk lebih mandiri, serta membuka, membimbing dan 
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memperdayakan masyarakat disekitarnya untuk usaha sendiri agar mampu 
memperbaiki kualitas hidupnya. (Saifuddin, 2014) 
Dari pejelasan diatas peranan pembiayaan usaha mikro dan kecil pada KJKS 
Manis Madani akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan 
mengembangkan usahanya terutama pada usaha kecil dan menengah. 
Dalam KJKS terdapat program mengembangkan pemberdayaan melalui 
sitem renteng yaitu dengan melalui musyawarah bersama dalam kelompok dalam 
kepentingan dan pengampilan keputusan. Pengertian sistem renteng sendiri adalah 
renteng mengandung arti berendeng atau beruntun-runtun (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia). Istilah ini digunakan untuk sesuatu yang berurutan. Kata renteng 
biasanya disatukan dengan kata lain untuk memberikan pengertian baru sesuai 
dengan kata yang diikutinya. Seperti yang akan dibahas yaitu tanggung jawab atau 
sistem secara renteng. Tidak ada definisi resmi yang dapat dipakai sebagai 
rujukan dalam menjelaskan kata ini. 
Adapun sistem tanggung renteng juga diimplementasikan dalam wujud 
musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. 
Termasuk dalam menentukan boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. 
Bahkan menyangkut plafon yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala, terjadi 
kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota, 
minimal yang menjadi anggota kelompoknya. Sistem renteng juga sistem 
pemerataan tanggung jawab bagi seluruh kelompok atau sebagian anggota KJKS 
atas kewajiban seorang anggota kepada KJKS Manis Madani, maksud dari sistem 
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renteng meliputi tanggung jawab bersama atau resiko (kewajiban) yang dibuat 
oleh seorang atau beberapa orang anggota KJKS. 
Sistem tanggung renteng pada KJKS Manis Madani meliputi: 
1. Sistem renteng dalam proses pengambilan keputusan 
2. Sistem renteng dalam masalah finansial (simpanan dan pengelolaan 
keuntungan) 
3. Sistem renteng dalam menghadapi resiko usaha 
4. Sistem renteng dalam memikul beban organisasi terutama dalam menyangkut 
masa depan KJKS. 
Sistem tanggung renteng akan lebih mudah dipahami dalam contoh yang 
sederhana, misalnya sebuah koperasi terdiri dari beberapa kelompok dan satu 
kelompok terdiri dari 20 orang kemudian salah satu anggota membutuhkan dana 
dan dia ingin meminjam uang dari koperasi. Maka kedua puluh orang anggota 
kelompok tersebut bermufakat untuk menyetujui atau tidak. Merumuskan aturan 
pengembalian bentuk cicilan disebut dengan tingkat resiko dan keuntungan 
bersama. Cara ini sangat menarik, mengingat adanya otonomi wewenang 
penentuan anggota yang berhak mendapatkan pinjaman dana. Karena para 
anggota kelompoklah yang lebih mengetahui kebutuhan dan kesanggupan anggota 
dalam mempertanggung jawaban dana yang dipinjam. Jika karena suatu hal 
anggota yang meminjam tadi tidak dapat membayar cicilan maka sisilan itu akan 
di tanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok tersebut sehingga tidak ada 
penunggakan cicilan pada koperasi. 
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Didalam kelompok tanggung renteng harus ada seorang penanggung 
jawab yang bertugas mengkoordinir dan sebagai fasilitator terselenggaranya 
pertemuan kelompok serta bertanggung jawab atas lengkap tidaknya jumlah 
angsuran yang disetorkan ke koperasi. Pertemuan kelompok secara rutin menjadi 
hal yang wajib karena bagaimana bisa muncul jiwa kebersamaan bila diantara 
anggota tidak terjadi interaksi dan kemauan saling menanggung tidak akan timbul 
tanpa adanya jiwa kebersamaan. 
 
4.2.3. Peranan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil KJKS Manis Mdani  
Menurut Bapak Siswanto selaku Manajer KJKS Manis Madani, berkaitan 
dengan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa 
akad dalam penyaluran pembiayaan usaha. KJKS Manis Madani mengalami 
perkembangan pembiayaan cukup baik sejak tahun 2008. Sejak awal berdiri 
pembiayaan yang paling dominan disalurkan menggunakan akad mudharabah. 
Dan untuk peyaluran pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil di KJKS Manis 
Madani dengan menggunakan akad mudharabah. 
Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak 
disini antara KJKS dengan nasabah UMKM dimana masing- masing pihak 
memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Untuk pembiayaan usaha yang di 
salurkan kenasabah UMKM tergantung prospek dilapangan. Nasabah UMKM 
juga berhak mengajukan permohonan pembiayaan selama usahanya dapat 
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dipertanggung jawaban kejelasannya dan harus sesuai dengan prinsip syariah. 
Sebagian besar nasabah UMKM yang di biayai bergerak di sector perdagangan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Ginanto bagian marketing 
pembiayaan, prosedur pengajuan pembiayaan pada KJKS Manis Madani sebagai 
berikut : 
1. Pengajuan Persyaratan Permohonan Pembiayaan  
a. Menunjukkan Kartu Tanda Anggota 
b. Menyerahkan foto copy KTP yang bersangkutan 2 lembar 
c. Menyerahkan foto copy KTP istri / suami   2 lembar 
d. Menyerahkan foto copy KK / Surat Nikah  2 lembar 
e. Menyerahkan foto copy PLN/PBB/PDAM  2 lembar 
f. Menyerahkan foto copy surat jaminan/anggunan 2 lembar 
g. Menyerahkan foto copy KTP pemilik anggunan 2 lembar 
h. Menyerahkan foto copy slip gaji (pegawai)  2 lembar 
i. Surat – surat yang lain akan di minta bila diperlukan. 
j. Surat kuasa / pernyataan dari pemilik agunan bila agunan bukan milik 
sendiri. 
k. BPKB disertai gesekan nomor rangka dan mesin serta materai 1 lembar bila 
agunan berupa mobil atau motor. 
l. Mengisi surat pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh istri / Suami 
m. Denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamatnya 
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan 
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a. Petugas CS/marketing menerangkan jenis – jenis pembiayaan dan konsep 
masing – masing jenis pembiayaan tersebut. 
b. Nasabah mengisi formulir permohonan/pengajuan pembiayaan yang harus 
ditandatangani oleh pemohonan dan ahli warisnya serta melengkapi syarat – 
syarat administrasi awal lainnya. 
c. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan dan diatas namakan. 
d. Setelah surat permohonan pembiayaan diregistrasi maka marketing 
financing melakukan survey kerumah calon nasabah, jtempat usaha, dan 
jaminan. 
3. Prosedur survey 
a.  Setelah persyaratan administrasi awal lengkap baru dapat dilakukan survey. 
b. Survey yang dilakukan oleh marketing finance dengan membawa perangkat 
survey (terlampir). 
c. Petugas survey melakukan verivikasi data kekantor Desa/Kelurahan atau RT 
setempat tentang nama, alamat, asal – usul, dan status kependudukannya 
(asli, pendatang, tidak tetap) dan tempat tinggalnya (milik sendiri, 
numpang,atau sewa). 
d. Petugas survey melakukan survey kerumah nasabah sesuai dengan alamat 
yang diberikan tentang kebenaran alamat,kondisi rumah, 
perabotan,kekayaannya, julah keluarga yang menjadi tanggungannya. 
e. Petugas survey melakukan survey lingkungan yaitu mencari data dari 
beberapa tetangga tentang perilaku, akhlak, ibadah, usahanya, kekayaan, 
hutangnya di tempat lain, dan sebagainya. 
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f. Petugas survey melakukan survey ketempat usaha atau ketempat pembelian 
barang yang mau dijadikan obyek pembiayaan, tentang kebenaran alamat 
tempat usaha, jenis usaha, volume usaha, omset usaha, siapa saja yang 
dating menagih hutang, prospek usaha, harga barang dan kualitasnya serta 
varian dan substitusinya. 
g. Petugas survey melakukan survey atas barang dan harta yang akan dijadikan 
jaminan tentang kebenarannya, kualitasnya, statusnya, harga resmi dari BPN 
dan harga di pasaran, letaknya, dan sebagainya. 
h. Pada saat survey petugas juga sekaligus melakukan wawancara dengan 
nasabah dan wawancara difokuskan pada penggalian data 5C, 5P, dan 3R. 
i. Hasil survey kemudian diserahkan kepada manager. 
4. Prosedur Analisa Pembiayaan 
a. Factor internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan keuangan KJKS 
Manis Madani dengan berpedoman pada ratio likuiditas, proyeksi, 
cashflow,dan legal limit landing. 
b. Factor koternal, yaitu mengacu pada akhlak atau karakter nasabah, agunan 
yang diberikan, atau kredibilitas lembaga penjaminan, kapasitas usaha, 
prospek usaha, kemampuan keuangan nasabah, beban keuangan yang 
sedang ditanggung nasabah, dan riwayat tentang hutang – hutang yang telah 
dilakukan (5C, 5P, dan 3R). 
c. Factor eksternal, yaitu mengacu pada trend/kecenderungan pasar tentang 
produk, pelayanan, metode pemasaran, perukbahan harga, dan kemungkinan 
resiko postmajor. 
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5. Prosedur Realisasi Dan Penolakan Pembiayaan  
Apabila pembiayaan dinyatakan diterima maka dilanjutkan pada proses 
pencarian tersebut, namun apabila pembiayaan ditolak, maka surat 
penolakan harus segera diberikan kepada pemohon selambat – lambatnya 3 
hari setelah keputusan itu diberikan atau selambat – lambatnya 10 hari 
setelah surat / formulir pengajuan pembiayaan diajukan oleh nasabah. 
6. Biaya Administrasi Pembiayaan  
a. Pembiayaan kurang dari atau sama dengan 6 bulan dikenai biaya 
administrasi sebesar 1,5% dari besar pembiayaan pokok. 
b. Pembiayaan lebih dari 6 dan kurang dai 18 bulan dikenai biaya administrasi 
sebesar 2 – 2,5% dari sejumlah pembiayaan pokok. 
c. Pembiayaan jangka waktu 18 – 36 bulan atau lebih dikenakan biaya 
administrasi sebesar 2 – 3% dari jumlah pembiayaan. 
d. Kusus pinjaman Qard biaya administrasi sesuai kesepakatan pinjaman. 
e. Dan pembiayaan jangka pendek 1 sampai maksimal 3 bulan akan diambil 
kebijakan yang sepantasnya dan anggota pembiayaan yang sudah berulang 
kali lebih dari 2 kali akan diambil kebijakan sendiri. 
7. Nilai Agunan Pembiayaan 
a. Agunan berupa tanah harus bernilai sekurang – kurangnya 25% lebih besar 
dari nilai pembiayaan. 
b. Agunan berupa  kendaraan bermotor dengan kondisi fisik dan teknis yang 
masih bagus dengan usia maksimal 15 tahun bernilai sekurang – kurangnya 
50% lebih besar dari nilai pembiayaan. 
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c. Agunan berupa tabungan / deposito harus bernilai sekurang – kurangnya 
10% lebih besar dari nilai pembiayaan. 
d. Agunan yang lainnya harus dikonsultasikan dengan komite pembiayaan. 
Berikut salah satu contoh perhitungan bagi hasil nasabah pembiayaan 
mudharabah di KJKS Manis Madani . 
No. Rekening  : 112.0005346 a.n. Warsino 
Alamat Lengkap : Sine, Ngrambe Ngawi Jawa Timur 
Plafond   : Rp. 40.000.000.00 
Tanggal reaalisasi : 13 februari 2018 
Jangka waktu   : 18 bulan  
Bagi Hasil  : 70% : 30% 
Tanggal Jatuh Tempo : 13 agustus 2018 
Angsuran Pokok : Rp. 2.222.500.00 
Nisbah   : Rp. 1.000.000.00 (tergantung pendapatan) 
Agunan   : Surat Hak Penempatan Kios Pasar Ngrambe 
Usaha    : Toko Baju (perorangan) 
Pendapatan  : Rp. 3.000.000.00 per Bulan 
Bagi Hasil BMT  : 30% X Rp. 3.000.000.00 = Rp. 900.000.00 
Bagi Hasil Nasabah : 70% X Rp. 3.000.000.00 = Rp. 2.100.000.00 
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Yang harus dibayarkan nasabah kepada KJKS adalah 
Rp. 2.222.500.00 + Rp. 900.000.00 = Rp. 3. 122.500.00 
Dari hasil perhitungan tersebut KJKS memperoleh sebesar Rp. 3.122.500.00 
dan nasabah memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 2. 100. 000.00 dari usaha yang 
dikelola. Namun dapat berubah menyesuaikan jumlah pendapatan yang diperoleh 
bapak Warsino. 
Hasil wawancara kepada pihak KJKS Manis Madani, bahwa proses dan 
mekanisme penyaluran pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sama seperti 
pada umumnya. Bahwa proses permohonan pembiayaan yang di ajukan tidak 
semua langsung dilakukan pencairan. Seperti yang di kemukakan Bapak 
Mujiyono, bahwa calon Nasabah / pengusaha yang mengajukan permohonan 
pembiayaan mudharabah harus benar benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan dianalisis kurang lebih 3 hari, sehingga layak untuk dibiayai. 
Nasabah pembiayaan yang ingin mengajukan pembiayaan lagi, boleh 
mengajukan pembaiayaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan 
yang belum sesuai ada beberapa opsi, boleh reakad untuk memperpanjang jatuh 
tempo pembiayaan dan juga untuk pengajuan pembiayaan jangka pendek, pihak 
nasabah dapat segera melunasi lalu kemudian melakukan permohonan pengajuan 
kembali. 
Sumber dana yang diperoleh KJKS Manis Madani adalah dana pihak ketiga 
dari simpanan nasabah. Sedangkan untuk peran pihak lain seperti pemerintah 
ataupun lembaga penjamin simpanan hingga saat ini belum ada. Keputusan 
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menolak/menerima pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh pihak KJKS Manis 
Madani. Untuk bagi hasil yang di tentukan dalam proses pembiayaan merupakan 
hasil tawar-menawar dan kesepakatan bersama antara calon nasabah dengan pihak 
KJKS Manis Madani. 
Penyaluran pembiayaan bagi hasil di KJKS Manis Madani semua 
menggunakan agunan. Hal ini telah menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian yang 
di terapkan oleh KJKS Manis Madani, sehingga dapat  mengurangi resiko yang 
ditimbulkan oleh nasabah dari penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 
di KJKS Manis Madani. 
Sementara untuk pembiayaan macet pada KJKS Manis Madani, ada tahapan 
dalam menanganinya. Prosedur pertama yang di lakukan adalah peringatan yang 
paling ringan yakni dengan menghubungi nasabah macet melalui telepon. 
Apabila belum ada respon dari nasabah, pihak KJKS memberikan surat 
peringatan sebanyak 3 kali. Kemudian aka nada petugas lapangan yang 
mengunjungi usaha nasabah pembiayaan untuk melihat kondisi usahanya dan 
melakukan penagihan secara langsung. 
Beberapa nasabah yang mengalami kesulitan dalam pelunasan pembiayaan, 
aka nada reshcedulling atau penjadwalan kembali untuk dibina, namun bila 
ternyata belum mampu melunasi maka penanganan yang paling maksimal adalah 
dengan menggunakan jalur hukum, pendaftaran kepihak piutang atau melakukan 
pelelangan. Tetapi hingga saat ini belum ada pembiayaan macet yang 
menggunakan jalur hukum. 
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4.2.4. Realisasi Pembiayaan pada KJKS Manis Madani 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aris Ginanto, selaku salah satu 
marketing yang langsung kelapangan, KJKS Manis Madani telah berusaha 
meningkatkan realisasi pembiayaan khususnya untuk UMKM dan kebanyakan 
dari nasabah bergerak di sector usaha perdagangan.  
Selain melakukan prospek kepada calon nasabah, pihak KJKS Manis Mdani 
juga jemput bola kepedagang pasar. Tujuannya adalah untuk mendukung 
pemberdayaan UMKM terutama pedagang kecil yang membutuhkan bantuan dana 
untuk modal maupun untuk memperluas usahanya. Selain itu, sector usaha ini 
memiliki potensi untuk berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian 
dengan pembiayaan yang sudah ada. 
Selain melakukan kegiatan pembiayaan, KJKS juga berusaha meningkatkan 
jumlah penghimpunan dana pihak ketiga, karena semakin besar dana pihak ketiga 
yang di dapat maka semakin besar juga alokasi pembiayaan pada sector UMKM. 
Jumlah pembiayaan di KJKS Manis Madani juga mengalami peningkatan 
sejak tahun 2011 sehingga tahun 2018. Dilihat dari grafik perkembangan 
pembiayaan di KJKS Manis Madani berikut ini. 
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Gambar 4.1 
Grafik perkembangan pembiayaan 2011 – 2018 
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Sumber: laporan tahunan KJKS Manis Madani, 2018 
 
Seiring dengan perkembangan pembiayaan di KJKS Manis Madani yang 
mengalami peningkatan, namun untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 
masih sangat sedikit. Dilihat dari grafik di bawah ini, jumlah nasabah pembiayaan 
mudharabah mengalami peningkatan dan penurunan sejak awal berdiri 
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Table 4. 4 
Table Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah 2011-2018 
No. Tahun Jumlah Anggota/Nasabah 
1 2011 3 
2 2012 1 
3 2013 4 
4 2014 4 
5 2015 5 
6 2016 1 
7 2017 3 
8 2018 1 
Suber : laporan perkembangan jumlah pembiayaan Mudharabah KJKS Manis 
Madani tahun 2011 – 2018. 
Menurut bapak Andri, di KJKS Manis Madani masih sangat sedikit 
pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah. Data KJKS Manis Mdani 
menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga 2018 hanya ada 22 transaksi 
pembiayaan Mudharabah. Karena kebanyakan dari nasabah UMKM 
menggunakan akad Mudharabah.dengan alasan karena proses lebih cepat 
sehingga pencairan juga lebih cepat. Dan juga dari pihak KJKS mengalami 
kendala mengenai kepercayaan terhadap calon nasabah pembiayaan, karena 
pembiayaan Mudharabah beresiko daripada pembiayaan lainnya. 
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4.2.5. Manfaat Pembiayaan Dari KJKS Manis Madani untuk UMKM 
 Menurut Bapak Andri, terkait dengan rendahnya penyaluran pembiayaan 
Mudharabah di KJKS selain lebih beresiko dibandingkan pembiayaan lain, 
pembiayaan Mudharabah  di KJKS Manis Madani juga mengalami krisis 
kepercayaan dimana nasabah yang menjadi nasabah pembiayaan Mudharabah 
tidak jujur dalam penyampaian pendapatan usahanya. 
Pendapatan yang di sampaikan kepada pihak KJKS Manis Madani adalah 
pendapatan terkecil supaya bagi hasil yang di berikan juga sedikit. Sehingga 
KJKS Manis Madani mengalami kesulitan dalam mengelola bagi hasil dalam 
pembiayaan Mudharabahyang disalurkan. Sebenarnya pembiayaan bagi hasil bisa 
jadi sumber pendapatan yang cukup menjanjikan bagi KJKS Manis Madani, tetapi 
dalam kenyataannya nasabah masih menginginkan keuntungan besar dengan bagi 
hasil rendah. 
Manfaat dari pembiayaan ini juga diterima oleh bapak Irianto yang memiliki 
took elektronik, sudah 6 tahun bapak Irianto menekuni bisnis elektronik ini 
sehingga dana yang di dapatkan dari pembiayaan Mudharabah dapat digunakan 
untuk memperluas rukonya sehingga rukonya sekarang menjadi 2 ruko. Bapak 
Elwana yang memiliki pekerjaan penjahit juga mengalami peningkatan 
pemasukan setelah adanya penambahan modal dari pembiayaan usaha KJKS 
Manis Madani. Menurut Edi salah satu karyawan mengatakan bahwa bisa 
memenuhi pesanan yang lebih banyak. 
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Banyak manfaat yang diperoleh pelaku UMKM dari peranan pembiayaan 
usaha dengan akad Mudharabah, walaupun penyaluran pembiayaan usaha dengan 
prinsip bagi hasil ini masih sulit untuk dilakukan. Dari data KJKS yang di 
peroleh, meskipun hanya sedikit transaksi pembiayaan Mudharabah yang di 
salurkan namun mampu memberikan manfaat bagi pelaku UMKM yang di 
berikan pembiayaan tersebut. 
 
4.3. Pembahasan 
 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap penyaluran 
pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil bagi pemberdayaan UMKM, dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
4.3.1. Manfaat Pembiayaan Usaha dengan Prinsip Bagi Hasil untuk UMKM 
 Manfaat utama yang di dapatkan dari penyaluran pembiayaan bagi hasil 
bagi pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan Mudharabah di KJKS 
Manis Madani adalah adanya penambahan modal bagi usahanya. Penambahan 
modal dapat digunakan untuk membeli barang dagangan sesuai minat pembeli 
atau barang yang sedang digemari para calon pembeli saat ini. Sehingga barang 
dagangan lebih bervariasi. Sehingga dapat memenuhi pesanan pembeli secara 
langsung maupun secara online. 
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Manfaat lain juga diperoleh pelaku UMKM yang berjualan di pasar yakni 
mereka dapat terus memperluas usahanya dengan membayar sewa kios atau ruko 
yang sudah ada dan juga dapat menambah untuk memperluas usahanya. Selain itu 
juga dapat menambah karyawan sehingga usahanya dapat berjalan secara lebih 
optimal dengan tetap melakukan pembayaran angsuran kepada KJKS yang 
menyalurkan pembiayaan usaha. 
Dari hasil wawancara beberapa pelaku UMKM yang menjadi nasabah 
pembiayaan mudharabah di KJKS Manis Madani mengatakan bahwa pembiayaan 
tersebut memberikan manfaat bagi usahanya, namun belum tentu dapat 
meningkatkan penjualan usaha mereka. Seperti bapak Warsini mengatakan, 
walaupun merasa terbantu dari pembiayaan yang di salurkan oleh KJKS Manis 
Madani, namun pendapatan dari penjualan barang dagangan sedang mengalami 
penurunan. Dengan alasan kiosnya dipindah karena ada perbaikan pasar yang 
mengakibatkan penjualannya menurun. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di jelaskan pada bab 
sebelumnya, maka simpulan yang diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Pembiayaan mudharabah dalam KJKS Manis Madani adalah pembiayaan 
yang mempunyai  sebagai kerjasama dalam usaha antara kedua belah pihak, 
yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal yaitu KJKS dan pihak kedua 
pengelola yaitu anggota KJKS dan keuntungannya dibagi sesuai dengan 
kesepakatan antara kedua belah pihak.  
2. Peran pembiayaan mudharabah dalam UKM adalah sebagai modal usaha 
dengan sistem bagi hasil, dengan menggunakan akad syariah Islam atau 
kerjasama antara shahibul maal dan mudharib, dimana mudharib dibatasi 
dengan batasan waktu, jenis usaha, tempat usaha dan besarnya bagi hasil 
dibuat pada waktu akad dan dengan berpedoman pada untung rugi. 
3. Manfaat pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM. Dari hasil 
wawancara dengan beberapa UMKM yang sudah menjdi nasabah 
pembiayaan mudharabah yang di peroleh bermanfaat untuk penambahan 
modal. Modal yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli barang 
dagangan, membayar sewa kios atau ruko, menambah karyawan, dan 
memperluas usahanya. KJKS juga akan mendapatkan manfaatnya apabila 
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nasabah pembiayaan jujur dalam melaporkan pendapatan dan bagi hasil yang 
di sepakati. Maka penyaluran pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil 
masih perlu adanya pengawasan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai 
kesepakatan sehinmgga pembiayaan yang disalurkan lebih optimal. 
 
5.2. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran adalah 
sebagai berikut:  
1. Bagi KJKS Manis Madani diharapkan dapat meningkatkan serta 
memberdayakan masyarakat dan anggotanya, agar sesuai dengan tujuan dari 
lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang 
penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian 
masyarakat. Pihak KJKS juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-
pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan 
masalah simpan pinjam syari’ah sesuai dengan perkembangan zaman  
2. Pembahasan mengenai peran pembiayaan mudharabah dalam 
pemgembangan usaha kecil dalam skripsi ini masih jauh dalam 
kesempurnaan, mengingat ada beberapa data yang tidak dapat dikaji. 
Sehingga penyusunsecara maksimal mengharapkan kekurangan tersebut 
dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat 
melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.  
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Lampiran1 
 
Hasil Wawancara Manager KJKS Mansis Madani Ngrambe 
 
Tanggal  : 3 Januari 2019 
Waktu  : 09.30 – 10.15  
Objek  : Bapak Siswanto 
Jabatan : Manajer KJKS Manis Madani 
 
1. 
 
Peneliti 
 
Narasuber 
: Apakah di KJKS Manis Madani ada 
pembiayaan Usaha? 
: Ada, di KJKS Manis Madani pembiayaan 
usaha menggunakan akad musyarakah dan 
mudharabah. 
2. Peneliti 
 
 
Narasuber 
: Akad apa saja yang di gunakan untuk 
pembiayaan prinsip bagi hasil yang diberikan 
kepada UMKM? 
: Hingga saat ini akad yang di gunakan di KJKS 
Manis Madani yang di berikan UMKM untuk 
pembiayaan dengan prinsip Bagi hasil adalah 
Mudharabah 
3 Peneliti : Sejak kapan pembiayaan ini di berikan? 
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Narasuber : pembiayaan ini dilaksanakan sejak awal 
berdirinya KJKS Manis Madani. 
4 Peneliti 
 
Narasuber 
: Bagaimana perkembangan pembiayaan 
tersebut? 
: Sebelum ada suveyer yang aktif dalam 
menganalisis pembiayaan dilapangan, 
kebanyakan pengajuan pembiayaan dengan 
menggunakan akad mudharabah. Kemudian ada 
pembiayaan musyarakah yang sampai saat ini 
hanya 20 transaksi. 
5 Peneliti 
 
Narasuber 
: Dalam alokasinya, bagaimanakah cara menilai 
sebuah pembiayaan? 
: Di KJKS Manis Madani menggunakan analisis 
5C dalam menilai sebuah pembiayaan. Analisis 
ini meliputi capacity, character, capital, 
collateral, dan condition of  Economy. 
6 Peneliti 
 
Narasuber 
: Tentang usaha yang di biayai, usaha pakah 
yang mendapatkan pembiayaan ini? 
: Usaha yang di dapatkan pembiayaan adalah 
usaha yang halal dan tidak melanggar prinsip 
syariah.  
7 Peneliti 
 
Narasuber 
: Sifat usaha yang di berikan pembiayaan 
bersifat individu atau kelompok? 
: Kebanyakan pembiayaan yang di salurkan 
adalah pembiayaan individu atau perorangan. 
8 Peneliti Dari usaha yang ada, masalah apa yang lebih 
mendominasi? 
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Narasuber : usaha yang mendominasi dalam pembiayaan ini 
adalah perdagangan di pasar – pasar. 
9 Peneliti 
 
Narasuber 
Apa saja yang menjadi persyaratan umum bagi 
UMKM untuk menerima pembiayaan? 
: persyaratan umum pembiayaan adalah foto 
copy KTP, KK, jaminan asli dan foto copy surat 
agunan. Kemudian mengisi formulir 
permohonan pembiayaan. 
10 Peneliti 
 
Narasuber 
Apakah dibitur yang sudah pernah mendapatkan 
pembiayaan boleh mengajukan pembiayaan 
kembali? 
: Boleh mengajukan pembiayaan kembali selama 
pembiayaan lancar dan jangka pendek. 
11 Peneliti 
 
Narasuber 
: Bersasal darimanakah sumber dana 
pembiayaan? 
: Sumber dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) 
12 Peneliti 
 
Narasuber 
:Siapakakah yang member keputusan pemberian 
pembiayaan? 
:Yang memberi keputusan untuk penyaluran 
pembiayaan yang pertama ada komite khusus, 
kemudian petugas lapangan, manajer, dan untuk 
plafon tertentu ada petugas khusus bagian 
operasional keuangan. 
13 Peneliti 
Narasuber 
Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan? 
: ada yang melakukan pengajuan ke kantor, 
kemudian disurvey dilapangan biasanya proses 
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analisis 3 hari. Kemudian keputusan pencairan 
akan diberitahukan setelah proses analisis. 
14 Peneliti 
 
Narasuber 
Bagaimanakah prosedur penyaluran pembiayaan 
yang di lakukan secara langsung ke UMKM? 
: UMKM yang memiliki persyaratan yang di 
butuhkan oleh KJKS Manis Madani akan 
langsung dip roses. 
15 Peneliti 
 
Narasuber 
Berapakah besarnya dana pinjaman (plafon) 
yang di dapat oleh debitur pembiayaan? 
: kebanyakan diatas 1 juta. Sampai saat ini, 
minimal 1 juta dan maksimal 300 juta. 
16 Peneliti 
 
Narasuber 
Bagaimanakah prosedur perhitungan bagi hasil 
pembiayaan? 
: Perhitungan bagi hasil sesuai kesepakatan 
bersama di awal. Tiap - tiap usaha yang dibiayai 
berbeda nisbah bagi hasilnya. 
17 Peneliti 
 
Narasuber 
Apakah untuk mengajukan pembiayaan masih 
memerlukan agunan? 
Pembiayaan yang di lakukan di KJKS Manis 
Madani semua menggunakan agunan 
18 Peneliti 
 
 
Narasuber 
Berapakah jangka waktu yang di dapat di 
berikan atas fasilitas pembiayaan yang di terima 
oleh debitur? 
: maksimal pembiayaan adalah 3 tahun. 
19 Peneliti Adakah lembaga penjamin pembiayaan tersebut? 
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Narasuber Belum ada lembaga penjamin. 
20 Peneliti 
 
Narasuber 
Bagaimanakah apabila nasabah tidak bisa 
memenuhi angsuran lagi? 
: tahapan yang dilakukan pertama adalah 
peringatan melalui telepon, kemudian di beri 
waktu dan ada surat peringatan, dan aka nada 
petugas yang mendatangi ke lapangan secara 
langsung. 
21 Peneliti 
 
Narasuber 
Apa konsekuensi jika UMKM tidak memenuhi 
kewajiban pembiayaan? 
: tindakan yang paling tegas akan dilakukan 
adalah dengan mendaftarkan kepada pihak lelang 
Negara. 
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Lampiran 2 
  
Hasil Wawancara Marketing Pembiayaan Kjks Manis Madani, Ngrambe. 
 
Tanggal  : 3 Januari 2019 
Waktu  : 09.00 – 09.30 
Objek  : Bapak andri sugiyo 
Jabatan : Marketing Pembiayaan  
 
1 Peneliti 
 
 
Narasuber 
Bagaimana penyaluran pembiayaan usaha dengan 
prinsip bagi hasil di KJKS Manis Madani Ngrambe? 
 
Pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil di 
KJKS Manis Madani ini sudah di salurkan sesuai 
dengan akadnya, namun hanya menggunakan akad 
mudharabah saja. Biasanya untuk menambah modal 
uaha, dan lain – lain. 
2 Peneliti 
 
 
Narasuber 
Kendala apa saja yang di alami KJKS Manis Madani 
Ngrambe dalam penyaluran pembiayaan usaha 
dengan prinsip bagi hasil? 
 
Kendala yang saat ini sering terjadi dari penyaluran 
pembiayaan mudharabah yaitu ketidak jelasan 
anggota dalam melaporkan keuntungan atau 
pendapatan yang didapat, serta masih sedikitnya 
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nasabah. 
3 Peneliti 
 
 
Narasuber 
Mengapa penyaluran bagi hasil lebih sedikit 
daripada pembiayaan lainnya? 
 
Untuk saat ini pembiayaan bagi hasil dengan akad 
mudharabah bagi hasilnya masih sangat sulit 
dilakukan. Banyak calon nasabah yang tidak 
mengetahui bagi hasil yang harus disepakati pada 
saat pembiayaan. Akhirnya saat pembiayaan 
disalurkan nasabah tidak jujur dalam menyampaikan 
pendapatannya. 
4 Peneliti 
 
 
Narasuber 
Apa saja kelemahan dan keuntungan pembiayaan 
dengan prinsip bagi hasil?  
 
Kelemahan pembiayaan bagi hasil, kurangnya 
pengetahuan calon nasabah tentang akad – akad 
dalam pembiayaan. Sebenarnya keuntungan dari 
pembiayaan mudharabah ini bisa besar, apalagi 
nasabah lancar dalam pembayaran angsuran, 
sehingga perputaran uangnya lebih cepat dikelola. 
5 Peneliti 
 
 
Narasuber 
Apa yang di lakukan KJKS Manis Madani Ngrambe 
agar pembiayaan bagi hasil meningkat? 
 
Yang di lakukan marketing selama ini jemput bola 
kepedagang pasar, dan melakukan prospek ke calon 
nasabah. 
 89 
 
6 Peneliti 
 
 
 
Narasuber 
Bagaimana cara melihat suatu pembiayaan dengan 
prinsip bagi hasil dapat membantu nasabah UMKM 
yang membutuhkan modal usaha? 
 
Ada petugas sendiri yang mengawasi, tapi biasanya 
setelah pembiayaan dibiarkan dalam menjalankan 
usahanya. Kemudian petugas berkuncung kenasabah 
mengambil tabungan untuk mengangsur pembiayaan 
bila jatuh tempo. 
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Lampiran 3 
 
Hasil wawancara Nasabah pembiayaan KJKS Manis Madani, Ngrambe. 
 
Tanggal  : 4 Januari 2019 
Waktu  : 10.00 
Narasumber : Bapak Suyanto (Pemilik) 
 
1.  Peneliti 
 
Narasuber 
Apakah saat ini anda sedang menerima pembiayaan 
mudharabah dari KJKS Manis Madani Ngrambe? 
Ya 
2.  Peneliti 
 
Narasuber 
Usaha pakah yang sedang anda jalankan? 
 
Bengkel sepeda motor 
3.  Peneliti 
 
Narasuber 
Kepemilikan usaha yang sedang anda jalankan ini  
milik pribadi apa usah bersama? 
 
Pribadi 
4.  Peneliti 
Narasuber 
Sudah berapa lama anda menjalankan uasah ini? 
5 Tahun 
5.  Peneliti 
 
Tempat usaha yang anda gunakan ini mikik sendiri 
atau menyewa? 
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Narasuber Menyewa  
6.  Peneliti 
 
Narasuber 
Jenis usaha yang nsedang anda jalankan ini 
bergerak dibidang? 
 
Perbaikan sepeda motor  
7.  Peneliti 
 
 
Narasuber 
Bagaimana pendapat anda tentang manfaat dari 
pembiayaan yang di salurkann ? 
 
Sangat terbantu, karena saya membutuhkan uang 
untuk membeli spere parts sepeda motor dan 
perlengkapan bengkel lebih banyak lagi. 
8.  Peneliti 
 
Narasuber 
Apakah terjadi peningkatan omset usaha? Dan 
berapa persen peningkatannya tersebut? 
 
Ada sekitar 20% 
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Hasil wawancara Nasabah pembiayaan KJKS Manis Madani, Ngrambe. 
 
 
Tanggal  : 4 Januari 2019 
Waktu  : 13.00 
Narasumber : Ibu Umi (Pemilik) 
 
1.  Peneliti 
 
Narasuber 
Apakah saat ini anda sedang menerima pembiayaan 
mudharabah dari KJKS Manis Madani Ngrambe? 
 
Ya 
2.  Peneliti 
 
Narasuber 
Usaha apakah yang sedang anda jalankan? 
 
Perdagangan  
3.  Peneliti 
 
Narasuber 
Kepemilikan usaha yang sedang anda jalankan ini  
milik pribadi apa usah bersama? 
 
Perorangan  
4.  Peneliti 
 
Sudah berapa lama anda menjalankan uasah ini? 
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Narasuber - 
5.  Peneliti 
 
Narasuber 
Tempat usaha yang anda gunakan ini mikik sendiri 
atau menyewa? 
 
Milik sendiri 
6.  Peneliti 
 
Narasuber 
Jenis usaha yang nsedang anda jalankan ini 
bergerak dibidang? 
 
Perdagangan alat tulis 
7.  Peneliti 
 
Narasuber 
Bagaimana pendapat anda tentang manfaat dari 
pembiayaan yang di salurkann ? 
 
Sangat bermanfaat untuk usaha 
8.  Peneliti 
 
Narasuber 
Apakah terjadi peningkatan omset usaha? Dan 
berapa persen peningkatannya tersebut? 
 
Belum ada peningkatan 
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Hasil wawancara Nasabah pembiayaan KJKS Manis Madani, Ngrambe. 
 
 
Tanggal  : 5 Januari 2019 
Waktu  :  10.00 
Narasumber : Bapak Warsono (Pemilik) 
 
1.  Peneliti 
 
Narasuber 
Apakah saat ini anda sedang menerima pembiayaan 
mudharabah dari KJKS Manis Madani Ngrambe? 
 
Ya 
2.  Peneliti 
 
Narasuber 
Usaha pakah yang sedang anda jalankan? 
 
Toko busana 
3.  Peneliti 
 
Narasuber 
Kepemilikan usaha yang sedang anda jalankan ini  
milik pribadi apa usah bersama? 
 
Perorangan 
4.  Peneliti 
 
Sudah berapa lama anda menjalankan uasah ini? 
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Narasuber 10 tahun 
5.  Peneliti 
 
Narasuber 
Tempat usaha yang anda gunakan ini mikik sendiri 
atau menyewa? 
 
Milik sendiri 
6.  Peneliti 
 
Narasuber 
Jenis usaha yang nsedang anda jalankan ini 
bergerak dibidang? 
 
Perdagangan pakaian / busana 
7.  Peneliti 
 
 
Narasuber 
Bagaimana pendapat anda tentang manfaat dari 
pembiayaan yang di salurkann ? 
 
Walaupun saat ini sedang mengalami penurunan 
penjualan karena perpindahan kiosk e pasar yang 
baru, saya sangat memanfaatkan pembiayaan dari 
KJKS untuk melunasi kios yang di gunakan. 
8.  Peneliti 
 
Narasuber 
Apakah terjadi peningkatan omset usaha? Dan 
berapa persen peningkatannya tersebut? 
 
Belum ada peningkatan 
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Lampiran 4 
 
 
Daftar Nasabah Pembiayaan Mudharabah 
 
NO
. 
NAMA ALAMAT USAHA 
1.  Suyanto Dsn. Selono, Rt/Rw 03/04, Sine , 
Ngrambe, Ngawi 
Bengkel 
2.  Mudianto Jamus, Rt/Rw 03/04, Girikerto, 
Ngrambe, Ngawi 
Jual Bakso 
3.  Sunardi Gendol, Rt/Rw 01/01, Gendol, 
Ngawi 
Jual Mie Ayam 
4.  Dwi agus J Dsn. Pule, Rt/Rw 01/01, Sine, 
Ngrambe, Ngawi 
Toko Klontong 
5.  Subagyo Pendowo, Rt/Rw09/02, Sine, 
Ngrambe, Ngawi 
Warung Soto 
6.  Slamet Dsn. Jetis, Rt/Rw 04/03, 
Ngrambe, Ngawi 
Jual Bunga 
7.  Suryanto Dsn. Babadan Penjual Sayur 
8.  Budiono Dsn. Bulakrejo, Rt/Rw 01/19, 
Sine, Ngawi 
Bengkel 
9.  Sutardiyanto Dsn, Bedis, Rt/Rw 01/01, 
Ngrambe, Ngawi 
Hek 
10.  Sri supriyadi Dsn. Ngrambe, Rt/Rw 02/05, 
Ngrambe, Ngawi 
Penjahit 
11.  Darmin Pendowo, Rt/Rw09/02, Sine, 
Ngrambe, Ngawi 
Petani 
12.  Suci dwi R Dsn, Bedis, Rt/Rw 03/04, 
Ngrambe, Ngawi 
Penjahit 
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13.  Purwanto Dsn. Temple, Rt/Rw 02/01, 
Ngrambe, Sine, Ngawi 
Bengkel 
14.  Warsinem Dsn Sidorejo, Rt/Rw 01/06, 
Ngrambe, Ngawi 
Penjul Sayur 
Keliling 
15.  Annas thohari Dsn Kletekan, Rt/Rw 03/03, Sine, 
Ngawi 
Petani 
16.  Eko nuryanto Dsn Wedang Kerep, Rt/Rw 
01/01.Ngawi 
Bengkel 
17.  Sutarno Dsn Gorok, Rt/Rw 02/04, 
Ngrambe, Ngawi 
Toko Klontong 
18.  Sulistiana Dsn Gorok, Rt/Rw 03/04, 
Ngrambe, Ngawi 
Penjahit 
19.  Joko pujianto Dsn Jogorogo Rt/Rw 04/01, Sine, 
Ngawi 
Dagang Mie 
Ayam 
20.  Nasrul Dsn Jogorogo Rt/Rw 01/01, Sine, 
Ngawi 
Bengkel 
21.  Wuriyanto Dsn Krajan Wtan Rt/Rw 01/01, 
Ngrambe Ngawi 
Petani 
22.  Atikah 
wahyuniati 
Dsn Sekaralas Rt/Rw 01/01, 
Ngrambe Ngawi 
Penjahit 
23.  Wahyudi Dsn Tawangrejo, Rt/Rw 04/02, 
Ngrambe Ngawi 
Toko Kelontong 
24.  Sugimin Dsn Bedali, Rt/Rw 05/05 
Ngrambe Ngawi 
Petani 
25.  Sarijo Dsn, Bedis, Rt/Rw 03/04, 
Ngrambe, Ngawi 
Petani 
26.  Purwanto Dsn. Temple, Rt/Rw 02/01, 
Ngrambe, Sine, Ngawi 
Bengkel 
27.  Rusmini Dsn Banjaran Rt/Rw 03/01 
Ngrambe Ngawi 
Penjual Sayur 
Di Pasar 
28.  Eni kurniawati Dsn Jogorogo Rt/Rw 04/01, Sine, Toko Kelontong 
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Ngawi 
29.  Sudiro Dsn Tritis Rt/Rw 08/03, 
Ngrambe,Sine, Ngawi 
Petani 
30.  Maidawati Dsn Gendol Rt/Rw 01/01, 
Ngrambe, Ngawi 
Dagang Bakso 
31.  Ojih hartono Dsn Ngelo, Rt/Rw 01/01, 
Ngrambe, Ngawi 
Bengkel 
32.  Suharti Dsn, Bedis, Rt/Rw 03/04, 
Ngrambe, Ngawi 
Dagang Sayur 
33.  Suryanto Dsn. Babadan Rt/Rw 02/01 
Ngawi 
Bengkel 
34.  Heru setiawan Dsn Tawangrejo, Rt/Rw 04/02, 
Ngrambe Ngawi 
Dagang  
35.  Ekna anis Dsn. Pule, Rt/Rw 01/01, Sine, 
Ngrambe, Ngawi 
Penjahit 
36.  Podho supriyadi Dsn. Keterban Rt/Rw 01/01 
Ngawi 
Petani  
37.  Yasin Nurhadi Dsn. Gatak Rt/Rw 01/05 Ngawi Bengkel 
38.  Kapti lestaningsih Dsn. Krandeganrt/Rw 01/03, 
Ngrambe Ngawi 
Penjual Ikan Di 
Pasar 
39.  Sudiro Dsn, Bedis, Rt/Rw 03/04, 
Ngrambe, Ngawi 
Petani 
40.  Suharti Dsn, Bedis, Rt/Rw 04/04, 
Ngrambe, Ngawi 
Penjahit 
41.  Sunarsih Dsn, Bedis, Rt/Rw 03/01, 
Ngrambe, Ngawi 
Dagang Sayuran 
42.  Puji lestari Dsn. Pule, Rt/Rw 02/01, Sine, 
Ngrambe, Ngawi 
Dagang Dipasar 
43.  Purwadi Dsn Sempu Rt/Rw 02/01, Sine, 
Ngawi 
Dagang Bakso 
44.  Dwi agus Dsn. Pule, Rt/Rw 01/01, Sine, Hek 
 99 
 
Ngrambe, Ngawi 
45.  Mudjiono Dsn Ngrambe Rt/Rw 04/05, 
Ngrambe, Ngawi 
Bengkel 
46.  Dasuki  Dsn Babar Rt/Rw 01/05, 
Ngrambe, Ngawi 
Warung Soto 
47.  Komari Dsn Pondok Rt/Rw 04/02, 
Ngrambe, Ngawi 
Tukang Kayu 
48.  Dasuki Dsn Babar Rt/Rw 01/05, 
Ngrambe, Ngawi 
Dagang Soto 
49.  Sukatno Dsn Gendol Rt/Rw 03/01, 
Ngrambe, Ngawi 
Petani 
50.  yohanes Dsn Ngasem Rt/Rw 04/04, Ngawi Pedagang Bakso 
Keliling 
51.  Arif kusuma I Y Dsn Ngrambe Rt/Rw 04/05, 
Ngrambe, Ngawi 
Bengkel 
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Lampiran 5 
 
Struktur pengurusan KJKS Manis Madani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAT 
 
 
PENGURUS 
 
 
Siswahyudi, ST 
 
MANAJER 
 
 
Anis Nuraini 
TELLER 
 
 
Anis Nuraini 
JURU BUKU 
BOIBUKUKN  
BUKU 
 
 
Reni ermawati 
 
Aris Ginanto 
 
 
K. MARKETING 
 
 
Yunita Tri Arwanti S.E 
 
K,OPERASIONAL 
operasionalOPOPERA
SIONAL 
 
 
PENGAWAS 
 
 
 
DINAS KOP 
 
 
1. Aris Ginanto 
2. Aris Aditiya 
3.  
AO 
 
FO 
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Lampiran 7 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama    : Afif Anshori 
Alamat : Depokan Rt 09 Rw 02, Banyurip, Sambung macan, Sragen 
TTL   : Sragen, 22 Agustus 1993 
CP   : 089604789995 
Riwayat Pendidikan : 
1. TK Pertiwi III       2002-2003  
2. SD Negeri Banyurip 3     2003-2008 
3. SMP Negeri 1 Sambung Macan     2008-2010 
4. SMA Negeri 1 Gondang     2010-2013 
5. IAIN Surakarta       2013-2020 
 
Riwayat Organisasi : 
1. HMJ Perbankan Syariah IAIN Surakarta 
2. Forum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 
 
